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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin
1 | Tidak 16 pA t

dilambangkan

2 - B 17 )1 V4
3 & T 18 & ‘
4 & 19 & G
5 d J 20 ) F
6 z h 21 a Q
7 C Kh 22 4 K
8 J D 23 Jd L
9 3 z 24 a M
10 J R 25 ) N
11 3 Z 26 $ wW
12 o S 27 > H
13 g™ Sy 28 I3 ’
14 ) s 29 & Y
15 ua d

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
> Kasrah i
o Dammah u




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
T o Fatzahdan ya ai
5 o Fathahdan wau au
Contoh:
«aS: kaifa J s haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
IALE Fathahdan alif a
) atau ya
& o Kasrah dan ya 1
6 O Dammahdan i
i wau
Contoh:
Ju s qala
u-zj L rama
dﬁ s qila

Jdsi s vaqiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrahdan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah ('3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (3) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.



Contoh:

J\ﬂa(}[\f\.{b}j : raudhat al-atfal/ raudhatul agfal
8 swalldnaall - al-Madinah al-Munawwarah/
.. al-Madinatul Munawwarah

aall : Thalhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesiatidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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ABSTRAK

Nama : Miftahul jannah

Nim : 121209307
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Pembimbing | : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Pembinmbing Il : Saifuddin Sa’dan M.Ag

Katakunci:Nazir,Istibdal, Tanah Wakaf, Hukum Islam.

Wakaf dalam ajaran Islam merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah,yaitu
ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang menurut cara-
cara yang telah ditentukan. Selain itu, wakafjuga termasuk ibadah kemasyarakatan
yang memiliki nilai kepedulian sosial yang luar biasa. Mengingat bahwa wakaf
merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan
bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Sehingga banyak persoalan yang
timbul akibat dimensi sosial diantaranya adalah masalah istibdal. Istibdal
merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan harta wakaf agar ia
dapat dimanfaatkan secara terus menurus dan dapat membawa kemaslahatan bagi
umat. Dimana dengan sejalannya waktu harta wakaf tersebut dapat mengalami
kerusakan, atau tidak maksimal untuk diambil manfaat, atau demi kepentingan
umum yang lebih luas menuntun untuk melakukan istibdal atas harta wakaf
tersebut. Tentunya ndazir selaku pengelola wakafbertanggungjawab dalam hal
iniuntuk menjaga kelangsungan nilai manfaat dari pada benda wakaf.Adapun
tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
praktik istibdal tanah wakaf di Mukim Bukit Baro, Kecamanatan Montasik dan
untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman
nazirtentang istibdal tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian lapangan
memakai metode deskriptif Analisis.Dalam pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Dari hasil penelitian
menujukkan bahwa istibdaltanah wakaf di Mukim Bukit Baro sudah sesuai
dengan yang disyaratkan dalam hukum Islam, karena dalam kasus istibdal tanah
wakaf di Mukim Bukit Baro telah mendapatkan izin dari wdagif.Walaupun belum
sepenuhnya mengikuti prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Namun praktik istibdal tanah wakaf
yangdilakukan oleh nazirtanah wakaf mesjid Jami’ Mukim Bukit Baro atas dasar
hasil musyawarah. Sedangkan pemahaman nazir Mukim Bukit Baro terhadap
istibdal tanah wakaf dipengaruhi oleh perbedaan pendapat dikalangan imam
mazhab.



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya mengajarkan ibadah yang sifatnya hanya
mengandung unsur ritual saja, tetapi juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai
kepedulian sosial yang luar biasa.Salah satunya wakaf, wakaf menurut ajaran
Islam merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah, yaitu ibadah berupa
penyerahan harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang menurut cara-cara yang telah
ditentukan.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) ayat (1) dalam
Peraturan Pemerintah adalah perbuatan hukum wdgjif' untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.?

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan
paham Syafi’iyah dan adat istiadat kebiasaan setempat. Sebelum adanya undang-
undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Permasalahan wakaf juga dijelaskan dalam KHI pada buku 11, serta UU
No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang kesemuanya itu mengatur tata cara

'Kata wakif dalam penulisan ini ditulis dengan “wdgif”, karena mengikuti penulisan
Transliterasi Arab, tetapi dalam Undang-Undang ditulis dengan wakif.

’Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. 3, (Bandung: Nuasa Aulia,
2011), him. 144,



perwakafan dari awal hingga akhir, mulai permohonan, pendaftaran, ikrar wakaf,

perubahan status wakaf, penyelesaian sengketa dan pengawasan wakaf.

Dalam Islam, wakaf termasuk kategori ibadah kemasyarakatan yang
hukumnya sunnah, dan wakaf merupakan sedekah yang pahalanya berjalan terus
(sedekah jariyah) selama barang yang diwakafkan masih ada dan terus
dimanfaatkan.*Maka tidak sedikit orang yang mempunyai kelebihan harta
bendanya kemudian menginvestasikan sebagian hartanya tersebut di jalan Allah

melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Membahas mengenai bentuk harta yang diwakafkan biasanya wakaf selalu
identik dengan tanah, dan tanah ini digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan
seperti membangun mesjid, kuburan dan lain-lain. Namun selain tanah masih
banyak juga yang lainnya, misalnya benda yang dapat dijadikan bagian dari
bangunan masjid: genteng, kayu, jendela, ubin, dan lain-lain, atau juga benda

yang menyertai masjid, misalnya al-qur’an, karpet, sajadah, mimbar, dan lain-lain.

Pada umumnya masih banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara
maksimal dalam pengelolaannya. Berdasarkan hal ini proses dan tata cara
pengelolaan wakaf tentunya merupakan salah satu unsur penting, agar harta itu

dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus.

SMundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, penerjemah Muhyiddin Masrida,
penyunting Abdurrahman Kasdi, cet 1, (Jakarta: khalifa 2005), him. 53.



Dalam hal ini ndzir*sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi

wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.

Sedemikian pentingnya kedudukan ndzirdalam perwakafan, sehingga
berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari ndaziritu sendiri. Untuk itu,
sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazirharus paham dan cerdas
dalam menangani hal ini,karena tugas nazirselaku pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wadgif, wajib mengadministrasikan harta benda wakaf,
mengeloladan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,
dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.’

Wakaf selain merupakan ibadah kepada Allah SWT juga merupakan
ibadah sosial.sehingga banyak persoalan yang timbul akibat dimensisosial
diantaranya adalah masalah perubahan harta wakaf, dalam istilah figih disebut
dengan “Istibdal” atau “lbdal”.al-1stibdaldiartikan sebagai penjualan barang
wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang
mengartikan, bahwaistibdal adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti
barang wakaf asli yang telah dijual.Adapun yang dimaksud denganibdal adalah

menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya.®

*Kata nazir dalam penulisan ini ditulis dengan “ndzir”, karena mengikuti penulisan
Transliterasi Arab, tetapi dalam Undang-Undang ditulis dengan nazhir.

>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam.., him.113.

®Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,
Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dll, Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, him.
349.



Pada dasarnya, hukum asal penjualan harta wakaf adalah haram, tetapi hal
ini dibolehkan dalam kondisi darurat demi menjaga tujuan wakaf, yaitu agar
barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh ummat.’Dalam sistem perundang-
undangan yang ada di Indonesia sendiri pada dasarnya juga melarang adanya
perubahan terhadap harta wakaf, akan tetapi terdapat pengecualian yang pada
akhirnya membolehkan. Menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 dalam pasal 11 dan
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 41 serta lebih rinci lagi juga
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 yang
ditentukan bahwa: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai
berikut: pertama, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai
dengan ikrar wakaf. Ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan

secara langsung dan mendesak.?

Dalam kehidupan masyarakat Aceh,salah satunya di Kecamatan Montasik,
Kabupaten Aceh Besar adanya penukaran terhadap tanah wakaf.Menurut

keterangan Pak Zainon Ishak yaitu selaku nazirMesjid Jami’ Mukim Bukit Baro.

"Ibid., him. 377.
8Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., him. 168-169.



Dalam kasus ini penyebab terjadinya penukaran tanah wakaf dikarenakan untuk

perluasan mesjid Jami’ Bukit Baro,yang diputuskan melalui musyawarah.’

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu
pemahaman nazirterhadap istibdaltanah wakaf, dimana sering terjadi perbedaan
pendapat dikalangan parandzirmengenaiistibdal harta wakaf.Maka dari
sinilahpenulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman para nazirMukim Bukit Baro mengenai
permasalahan tentang istibdal.Mengingat menjaga manfaat dari harta yang telah
diwakafkan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena tujuan dari
perwakafan itu sendiri ialah mempergunakan manfaat dari harta yang telah

diwakafkan untuk kebaikan, baik kebaikan dalam hal peribadatan maupun sosial.

Menurut para ulama bahwa ibadah wakaf dikatagorikan sebagai amal
ibadah sedekah jariyah. Yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk
orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkannya
masih ada dan dimanfaatkan walaupun yang melakukannya telah meninggal

dunia.’®Sebagaimana dalam hadis dibawabh ini:

sHall 8 dnoe g Joolel Lo L1gJB o oy dimn ) (om By ol (A
ades wd&z}\ Ol wle 13 1 B (’J‘MJ ads 2 u‘l"” A&J}w) OTSJ&]& &T&o “‘:’Tu’
(s ola) ety Lo Ay ol oy iy e ) Bylor BBdoidDsaY

®Hasil Wawancara dengan Bapak Zainon Ishak, selaku ndzirMesjid Jami’ Bukit Baro,
Tanggal 15 Agustus 2015.

""“Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet.1,
(Jakarta:Universitas Indonesia (Ul-Press), 1988), him. 87.



Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah maksudnya adalah Ibnu Sa’id dan Ibnu Juhr
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma’il ia adalah Ibnu
Ja'far menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’, dari ayahnya,dari Abu
Hurairah: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang mati,
maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga,sedekah jariyah, atau
ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.(HR.
Muslim).*

Pada dasarnya tingkat kemanfaatan dari harta wakaf tersebut sangat
dipengaruhi oleh nilai manfaat yang terkandung didalam benda wakaf itu sendiri,
serta dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola
wakaf yaitunazir. Oleh karena itu wawasan tentang wakaf dari nazirsangat
penting, dalam mengembangkan tugasnya sebagai pengelola wakaf, serta dalam
mengambil keputusan terkait boleh tidaknya melakukan perubahan terhadap harta
wakaf agar nilai manfaat harta wakaf tetap berlangsung dan terjaga. Karena tujuan
istibdal merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan harta wakaf
agar ia dapat dimanfaatkan secara terus menurus.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulistetarikingin
mengetahui lebih dalam mengenai Pemahaman NadzirTerhadap Istibddl Tanah

Wakaf DitinjauMenurut Hukum Islam(Studi Kasus di Kemukiman Bukit

Baro, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan dua hal

yang ingin diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

“Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta:
Pustaka Azzam,2011), him. 221-222.



1. Bagaimana praktik istibdaltanah wakaf di Mukim Bukit Baro,
Kecamatan Montasik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

pemahamanndzirtentang istibdaltanah wakaf?

1.3 Tujuan Masalah
Tujuan dari pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana praktikistibdal tanah wakaf di Mukim
Bukit Baro, Kecamatan Montasik
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

pemahamanndazirtentang istibdaltanah wakaf

1.4  Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami
istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis terlebih
dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, Adapun
penjelasan istilah tersebut adalah:

1.4.1 Nazir

Nazirwakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
wagifuntuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntuhannya demi
kemaslahatan umat, seperti untuk pendidikan, dakwah, mesjid, dan

sebagainya.



(Jakarta:

him. 59.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (4) disebutkan
naziradalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas
pemeliharaan dan penggunaan benda wakaf.*? Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (4) naziradalah
pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.*®
1.4.2 lstibdal

Istibdal merupakan perkataan bahasa Arab yang berasal dari
perkataanbadala-yabdulu-badlanyang artinya menggantikan, menukar,
mengubah.*Istibdaladalah menjadikan barang lain sebagai pengganti
barang wakaf yang telah dijual.™
1.43 Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan.
Menurut kamus ekabahasa resmi Indonesia tanah wakaf merupakan tanah
yang dihibahkan untuk sesuatu yang berguna bagi umum.*®

Adapun dalam pengertian lain tanah wakaf ialah tanah yang
dipisahkan atau diserahkan oleh wdgqif (pihak yang mewakafkan harta

bendanya) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

?Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia,
Kencana), him. 463.

3Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam..., him. 109.

“Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah),

“Muhammad Abid Abdullah Al- kabisi, hukum wakaf.., him. 349.
®Diakses melalui[http://edefinisi.com/?s=tanahwakaf] Tanggal: 15 Agustus 2016



http://edefinisi.com/?s=tanahwakaf

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah."
1.4.4 Hukum Islam

Hasbi  Ash-Shiddieqy memberikan definisi  hukum Islam
adalah*koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai
dengan kebutuhan masyarakat™.*®

Dalam pengertian lain disebutkan hukum Islam merupakan
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah

tentang tingkah lakumanusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini berlaku

dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.*

1.5  Kajian Pustaka

Menurut penulusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah
yang membahas secara detil dan spesifik yang mengarahkan pada penelitian
skripsi Pemahaman NdazirTerhadap/stibdal Tanah Wakaf Ditinjau Menurut
Hukum Islam(Studi KasusKemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik,
Kabupaten Aceh Besar). Namun penelitian serupa tentang wakaf telah banyak
ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu.

Pertama skripsi yang ditulis oleh peneliti Firdaus tahun 2012 yang
berjudul “Pemanfaatan Harta Wakaf untuk Kemakmuran Mesjid menurut Hukum

Islam”. Dalam penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan seperti,

"Diakses melalufhttp://www.hukumproperti.com/tag/tanah-wakaf/] Tanggal: 15 Agustus

2016

¥Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia...,
him. 9.

Y1bid., him. 10.


http://www.hukumproperti.com/tag/tanah-wakaf/
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bagaimana pemanfaatan harta wakaf dari rumah sewa wakaf dan dampak
peningkatan kemakmuran mesjid dari biaya sewa rumah harta wakaf dan
pandangan ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat terhadap pemanfaatan

rumah sewa wakaf.?

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan tahun 2012
yang berjudul “Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Fungsi
dan Ikrar Wakaf (Tinjauan terhadap Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004
tentang Wakaf)”.Muhammad Ikhsan mengangkat beberapa permasalah seperti,
bagaimana pendapat hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang perubahan
bentuk harta wakaf, dan bagaimana pengaruh perubahan bentuk harta wakaf

terhadap fungsi dan ikrar wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhri tahun 2009, yang berjudul “Sistem
Pengelolaan Aset Wakaf ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004”. Dalam tulisannya, Zuhri menjelaskan tentang bagaimana
sistem pengelolaan aset wakaf menurut hukum Islam dan UU Nomor 14 Tahun
2004 dan bagaimana terhadap sistem pengelolaan aset wakaf di Kecamatan

Babesen.?

“Firdaus,“Pemanfaatan Harta Wakaf untuk Kemakmuran Mesjid menurut Hukum
Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah, 2012, Tidak diterbitkan.

?lkhsan, “Perubahan Bentuk Harta Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Fungsi dan Ikrar
Wakaf (Tinjauan terhadap Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, Skripsi
Fakultas Syari’ah, 2012, Tidak diterbitkan.

22Zuhri, “Sistem Pengelolaan Aset Wakaf ditinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004”,Skripsi Fakultas Syari’ah, 2009, Tidak diterbitkan.
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Kemudian, dalam penelitian Nurdaniyah tahun 2010 yang berjudul,
“Kedudukan Wakaf dalam Hukum Islam”. Dalam penelitiannyaNurdaniyah
mengindentifikasikan beberapa masalah seperti bagaimana kedudukan wakaf
dalam hukum Islam, solusi apa yang digunakan dalam memecah permasalahan

yang ada pada persengketaan wakaf.?

Dalam penelitian Afifah tahun 2014 yang berjudul,“Tinjaun Hukum Islam
ternadap Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Mesjid (Studi Kasus di Mesjid Jamik
Kecamatan Meureudu Pidie Jaya)”, dalam penelitian ini membahas tentang
bagaimana pertimbangan dan pemahaman razirdalam melakukan tindakan
pengalihan fungsi tanah wakaf, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
tindakan pengalihan fungsi tanah wakaf dengan cara digadaikan olehndazir,dan
bagaimana penyelesaian permasalahan tanah wakaf yang ditempuh oleh pihak

nazirterhadap wakaf yang digadaikan.**

Berdasarkan dari kajian yang disebut diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa penelitian tentang wakaf telah banyak diteliti, namun
sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian tentang pemahaman
nazirterhadap istibdaltanah wakaf ditinjau menurut hukum Islam khususnya di

Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar.

23Nurdaniyah, “Kedudukan Wakaf dalam Hukum Islam”,Skripsi Fakultas Syari’ah 2010,
Tidak diterbitkan.

2 Afifah, “Tinjauan Hukum lIslam terhadap Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf Mesjid
(Studi Kasus di Mesjid Jamik Kecamatan Meureudu Pidie Jaya)”, SkripsiFakultas Syari’ah 2014,
Tidak diterbitkan.
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1.6 Metode Penelitian
Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian karya ilmiah
yaitu dengan metode deskriptif Analisis, adapunyangpenelitian deskriptif
analisisadalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu yang
sedang terjadi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta, serta
berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.®® Dimana penelitian
deskriptif analisisini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan
faktual mengenai fakta-faktayang berkaitan bagaimana praktekiszibdal tanah
wakaf di  Mukim Bukit Baro serta tinjaunhukum Islam terhadap
pemahamanndzirtentangistibdalharta benda wakaf.
1.6.1 Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
maka jenis penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:
a. Penelitian Pustaka (library research)
Penelitian kepustakaan (library research) adalah pengumpulan data
sekunder yang peneliti lakukan dengan membaca buku-buku, artikel-
artikel, media internet, bahan kuliah yang berkaitan dengan objek
penelitian yang diteliti.
b. Penelitian Lapangan (field research)
Pada penelitian ini penulis melakukan reset di Kemukiman Bukit Baro
Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar

tentangistibdalwakaf.Penelitian ~ lapangan  (field  reseach)  vyaitu

»Husen Usman, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), him. 22.
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pengumpuan data primer yang merupakan suatu penelitian langsung
dilakukan dilapangan dan diperoleh dengan cara mendatangi dan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada beberapanazirdi
Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik.
1.6.2 Teknik Penggumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data adalah dengan mewawancara, mendokumentasikan dan melakukan
kajian studi literatur.

a. Wawancara (interview)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara lisan
yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden secara
bebas.”?Responden tesebut beberapa orang dari pihak ndzirMukim Bukit
Baro,Kecamatan Montasik. Jenis wawancara yang digunakan peneliti
adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan
menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar
proses wawancara tidak kehilangan arah.
b. Metode Dokumentasi

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan
metode dekumentasi. Data primer yang penulis dapatkan melalui data
dokumentasi dari dokumen-dokumen seperti arsip-arsip, serta laporan lain

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

*Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakata: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 136.
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c. Studi Literatur
Studi literatur merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui buku,

jurnal, serta bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan wakaf.

1.7  Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membuat sistematika
pembahasan yang dapat merangkum bagian pokok permasalahan yang ada dalam
empat bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Adapun rincian

ke empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan
yang terdiri, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teoritis yang berkaitan tentang ndazirdan
wakaf yang didalamnya akan memuat tentang pengertian wakaf dan landasan
hukumnya,rukun dan syarat wakaf, pengertian nrazir dan syarat-syaratndazir,
kewajiban dan wewenangnazir, pengertian istibdal dan hukumnya, serta syarat-

syarat istibdal.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian dilapangan, dimulai dari
gambaran umumMukim Bukit Baro Kecamatan Montasik, praktik istibdal
tanahwakaf di Mukim Bukit Baro, Kecamatan Montasik, dan tinjauan hukum

Islam terhadap pemahamannazirtentangistibdal tanah wakaf.
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Bab empat merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, dan didalamnya
merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian, yang terdiri dari beberapa
kesimpulan dan beberapa saran untuk kesempurnaan agar nantinya bermanfaat

bagi pembaca skripsi ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANGWAKAF DANNAZIR

2.1  Pengertian Wakaf dan Landasan Hukumnya

Kata wakafberasal dari kata kerja bahasa Arab. Asal kata “Waqafa ” berarti
“menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”, atau “tetap berdiri”. Kata
Wagafa-Yagifu-Waqfan sama artinya dengan Habasa-Yakbisu-Habsan.' Jadi, kata
al-Waqgf dalam bahasa arab mengandung pengertian menahan, menahan harta
untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.?

Wakaf menurut istilah syara’ secara umum adalah sejenis pemberian yang
pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksudya ialah menahan barang yang
diwakafkan itu agar tidak dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan
sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wdgif) tanpa imbalan.?

Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang
disahkan, dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan
penggunaanya kepada jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah SWT.*

Namun para ahli figih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci
saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang

hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat

Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia..., him. 23.

“Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 1.

®Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.., him. 1.
*Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hal. 3.

16
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yang diwakafkan (benda wakaf), serta pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta
wakaf.> Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang bermazhab Maliki mengartikan
wakafsebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, dijual,

atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.

Definisi wakaf yang dikemukakan Imam Maliki, yaitu menjadikan
manfaat harta wagif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang
berhak. Namun kepemilikan harta tetap pada wdgif dan masa berlakunya wakaf
tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan

wadgif yang telah ditentukannya sendiri.’

Dalam kitab al-Fatawa Hindiyah Imam Abu Hanifah mengemukakan
wakaf adalah menahan wujud wakaf terhadap kepemilikan orang yang
mewakafkanya dan bersedekah yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang
fakir ataupun dalam salah satu bentuk kebaikan.® Dalam pengertian lain wakaf
adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wdgqif dalam

rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, menurut Abu Hanifah
pemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wagif, hanya manfaatnya saja yang

disedekahkan.Dengan demikian wdgifboleh saja menarik wakafnya kembali kapan

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Paradigma Baru Wakaf di Indonesia..., him. 2.

®Farid Wajdy dan Mursid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
2007, hal. 30.

"Suhrawardi Lubis dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat, Ed.1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 4.

8Al-Ulama Humama Maulana Syeh Nidhon, al-Fatdwa Hindiyah, Jilid 6, (Dar al- Kitab
al-1lmiyah Beirut), 2000 , hal. 357.
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saja dikehendakinnya dan boleh diperjualbelikan.’Berbeda dengan mazhab Maliki
tidak membolehkan untuk menarik kembali wakafnya kecuali sesuai dengan akad

yang diucapkan atau yang dikehendaki wagif.

Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang bermazhab Syafi’i mengemukakan
bahwa yang dimaksud denganwakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan
untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan
(memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaanya atas mushrif

(pengelola) yang dibolehkan adanya.*®

Adapun definisi wakaf dalam Kkitab al-Hawasyi secara bahasa ialah
menahan, dan sinonimnya adalah mendermagakan. sedangkan secara istilah wakaf
adalah menahan harta yang memungkinkan hilang secara kepemilikan akan tetapi
wujudnya tetap ada, dengan cara menghentikan transaksi dalam kepemilikannya
pada lahan transaksi yang dibolehkan."*Menurut pandangan Imam Syafi’i wakaf
yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap untuhnya
barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wdqif.ledqif tidak boleh
melakukan apapun terhadap benda yang diwakafkannya, seperti memindahkan
kepemilikan kepada orang lain baik dengan cara ditukar maupun dijual, karena

harta tersebut menjadi milik Allah.

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Paradigma Baru Wakaf di Indonesia..., him. 2.

Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him.
239-240.

Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Haytami, Hawasyr, Jilid 2, (Darul Fikr, 2006), him.
269.

2Suhrawardi Lubis dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat..., him. 5.
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Definisi wakaf menurut mazhab Hambali wakaf yaitu menahan secara
mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat
dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap
harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan
diri kepada Allah."*Dalam kitab al-Mughniwakaf merupakan menahan pokok
(harta) dan mensedekahkan hasilnya/manfaatnya, dan hal ini disunnahkan.* Pada
dasarnya pendapat Imam Hambali mengenai wakaf banyak persamaan dengan
Imam Syafi’i, yaitu sama-sama mendefinisikan wakaf dengan melepaskan harta

yang diwakafkan dari kepemilikan wagif.

Dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan
wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya
untuk selama-lamanya gunakepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya

sesuai dengan ajaran Islam.®

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah milik merumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa

tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untukkepentingan

131 i
Ibid., him. 6.
Y“Abi Muhammad Abdullah 1bnu Ahmad Inu Qudhamah, Mughnz, (Darul Fikr, libanon),
him. 206.
>Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia...,
him. 356.
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peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam ( Pasal 1

ayat 1).'

Berpijak dari pengertian yang diberikan beberapa ahli diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud wakaf ialah menahan harta yang dapat
diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah
(tidak dilarang syara) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah
SWT.Y

Adapun dalil atau dasar hukum wakaf disebutkan dari hadits Nabi saw.

yang diriwayatkan dari lbnu Umar yaitu:
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Artinya: Yahya bin Yahya at-Tamimi menceritakan kepada kami, Sulaim bin
Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari

Ibnu Umar ia berkata, “Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar,

lalu ia mendatangi Nabi untuk memintai saran mengenai tanah

tersebut. Umar berkata, ya Rasulullah! Sesungguhnya aku memperoleh

sebidang tanah di Khaibar.Aku sama sekali belum pernah memperoleh

harta yang lebih bernilai bagiku dari pada tanah Khaibar itu. apa yang

kau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, “jika kau mau, kau bisa

menahan pokoknya dan menyedakahkannya.” Ibnu Umar berkata,

®|pid., him. 375
bid.
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“lalu  Umar menyedekahkannya: bahwa tanah itu tidak dijual
pokoknya, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan.” Ibnu
Umar berkata, ”Umar mensedekahkan kepada orang-orang fakir,
sanak kerabat, dan para budak, serta di jalan Allah, ibnu sabil, dan
para tamu. Orang yang melewatiya tidak berdosa untuk memakannya
dengan cara yang baik, atau memberi makan kepada teman, tanpa
boleh menguasainya sebagai harta. Ibnu Umar berkata, “aku
menceritakan hadis ini kepada Muhammad. Ketika aku sampai pada
kalimat ini: tanpa boleh dikuasai sebagai harta”, maka Muhammad
berkata: maksudnya mengoleksinya sebagai harta benda (HR.
Muslim).*®

Hadis diatas merupakan asal disyariatkannya wakaf. Dilihat dari
penjelasan hadis di atas menujukkan adanya larangan mengadakan perubahan
status harta wakaf. Akan tetapi harta wakaf yang sudah tidak berfungsi, tidak bisa
diambil manfaatnya, sehingga tidak lagi memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf
untuk tujuan tertentu kecuali dengan mengadakan penggantian (istibdal). Maka
dalam hal ini diperbolehkan berdasarkan prinsip kemaslahatansehingga tidak ada
halangan atau larangan untuk mengubah status benda wakaf.
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Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah maksudnya adalah Ibnu Sa’id dan Ibnu Juhr
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma’il ia adalah Ibnu

Ja'far memceritakan kepada kami, dari ‘Ala’, dari ayahnya,dari Abu

Hurairah: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang

mati, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga, sedekah jariyah,

atau ilmu vyang dimanfaatkan, atau anak shalih yang
mendoakannya.(HR. Muslim).*

®Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), him. 223-224

¥Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), him. 221-222.
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Adapun penafsiran sedekah jariyah dalam hadis diatas adalah: Hadis
tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan

sedekah jariyah dengan wakaf.?

2.2  Rukun dan Syarat Wakaf

Mengenai dengan rukun wakaf, dalam istilah figih rukun merupakan
penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Rukun dapat diartikan
juga sebagai sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur
pokok dalam pembentukan suatu hal.*Dalam perspektif figih rukun wakaf ada
empat yaitu:*

a. Wagqif (orang yang mewakafkan harta)

b. Mawquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

c. Mawgquf ‘Alaihi ( pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakarf)

d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk

mewakafkan sebagai harta bendanya)

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ketiga Pasal 6

disebutkan bahwa, wakaf dilaksanakan dengan memunuhi unsur wakaf sebagai

berikut:
a. Wagif
b. Nazir
c. Harta benda wakaf
d. Ikrar wakaf
e. Peruntukan harta benda wakaf

“Djrektorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 13.

’Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet.1,
(Jakarta:Universitas Indonesia (Ul-Press), 1988), him. 84.

?2Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 19.
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f. dan Jangka waktu wakaf

a. Syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Secara

umum syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

1.

3.

4.

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf
berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.

Tujuan wakaf harus jelas, namun apabila seseorang mewakafkan
sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang
sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang
lembaga hukum yag menerima harta-harta wakaf tersebut.

Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang
dinyatakan oleh wagif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya
Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang
mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi
diamasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya

hak milik bagi yang mewakafkan.?

Namun, untuk keabsahan wakaf diperlukan syarat-syarat dari rukun-rukun

wakaf yang telah disebutkan diatas, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mewakafkan harta (Wagqif)

Orang yang mewakafkan harta disebut dengan wagif. Sebagai subyek

wakaf, wdgif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang diwakafkan. Dalam

2*Hendi Suhendi,Figih Muamalah, Ed. 1, Cet. 7, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him.

242-243.
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wakaf terkadang wdgif mensyaratkan sesuatu, baik satu maupun berbilang. Wagqif
dibolehkan menentukan syarat-syarat penggunaan harta wakaf, syarat-syarat
tersebut harus dihormati selama sejalan dengan ajaran agam Islam. Menurut
pendapat imam Ali mengatakan bahwa “Barang-barang yang diwakafkan itu
dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu para ulama
madzhab mengatakan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash
syara”. Demikian pula redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa
la harus diikuti dan diamalkan. Akan tetapi, apabila syarat-syarat penggunaan
harta wakaf bertentangan dengan agama Islam, wakafnya dipandang sah tetapi

syaratnya dipandang batal.?*

Kebebasan kehendak pewakaf terhadap pemanfaatan harta yang
diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk
melakukan amal baik sebagai sedekah jariyah. Sedangkan ibadah sedekah jariyah
oleh Allah dijanjikan pahala yang bersinambungan, walaupun wakif telah
meninggal dunia sekalipun. Karena sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak
para wagqif, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab figih, maka calon wdgif
harus  memiliki  persyaratan-persyaratan  sebelum yang bersangkutan
melaksanakan ibadah wakaf. Persyaratan itu bertujuan agar wakaf dapat dilakukan
dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk banyak

orang.

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Paradigma Baru Wakaf di Indonesia..., him. 30.
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Persyaratan seorang calon wdgif agar sah adalah harus memiliki
kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini

sebagaimana yang disebutkan diatas meliputi empat kriteria, yaitu:*

a. Merdeka, hendaklah pewakaf adalah orang yang merdeka (bukan budak).
Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba
sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah penguguran harta milik dengan

cara memberikan hak milik itu kepada orang lain

b. Berakal sehat, oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak
sah hukumya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap
melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang
lemah mental (idiot), disebabkan akalnya kurang, atau orang yang
terganggu akalnya karena faktor usia, sakit, kecelakaan, hukumnya tidak
sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk mengugurkan

hak miliknya.

c. Dewasa (baligh), wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa,
hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan
tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Baligh sebagaimana
yang didefinisikan dalam pembahasan nazhariyyat fighiyyah kadang
muncul karena tanda-tanda alami seperti mimpi, kebiasaan bulan
(menstruasi). Karena sudah sampai usia lima belas tahun menurut

pendapat mayoritas ulama atau tujuh belas tahun menurut pendapat Abu

Bbid,. him. 31-33.
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Hanifah. Demi keabsahan sedekah, undang-undang mensyaratkan usia
dewasa yaitu 21 tahun dalam undang-undang Mesir atau 18 tahun dalam

undang-undang Syiria.®

d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai), orang yang berada
dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan
(tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Akan tetapi
ahli figih ada yang berpendapat bahwa wakaf orang yang berada dibawah
pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah,
karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya
tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk

menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Dalam Peraturan Pemerintah 28 tahun 1977 mengatur tentang wagifyakni:
orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya
(pasal 1). Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 syarat-syarat wdagif ialah: badan-badan
hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat
akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan
hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak-pihak, dapat
mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan
perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal badan hukum, maka yang bertidak

atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 ayat 2).*

\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie
al -Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 289.
2"Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia...,
him. 360.
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Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 7 ditentukan bahwa wakif
meliputi:

a. Perseorangan

b. Organisasi

c. Badan hukum

Selanjutnya pada Pasal 8 wakif perseorangan hanya dapat melakukan
wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a. Dewasa

b. Berakal sehat

c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan

d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Waqif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
ketentua organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai
dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Wagif badan hukum dapat
melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan
harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan

hukum yang bersangkutan.”®

b. Mawquf Bih (barang atau harta yang diwakafkan)
Harta benda yang diwakafkan oleh wdgif disebut dengan mawquf bih.
Sebagai objek wakaf, mawquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam

perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandangsah

2bid., him. 359.
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apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*harta yang diwakafkan
merupakan harta yag bernilai/ berguna, benda tetap atau benda yang bergerak
yang dibenarkan untuk diwakafkan. Tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya
mewakafkan benda tetap (tidak bergerak) secara mutlak, karena tujuan wakaf
adalah mengambil manfaat benda secara tetap. Benda harus tetap dan diketauhi
ketika terjadi agadwakaf. Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si
wagifketika terjadi agad wakaf sebab wakaf menggugurkan hak kepemilikan.

Pasal 4 PP 28 Tahun 1977 mengatur mawquf (objek wakaf) yang berupa
tanah harus merupakan tanahhak milik atau tanah milik yang bebas dari segala
pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Dalam UU No 41 Tahun 2004 pada Pasal
15 ditentukan bahwa “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila
dimiliki dan dikuasai oleh wdgif secara sah.” Selanjutnya dalam Pasal 16
disebutkan:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
a. benda tidak bergerak dan
b. benda bergerak

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
sebagaimana dimaksud pada huruf (a)

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda yang bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf

b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi,

meliputi:

21bid., him. 360.
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a. Uang
b. Logam mulia
c. Surat berharga
d. Kendaraan
e. Hak atas kekayaan intelektual
f. Hak sewa dan
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
c. Mawgquf ‘Alaih ( pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mawgquf ‘alaih adalah pihak penerima wakaf yang dimana ditujukan oleh
wdgqif, syarat mawgquf ‘alaih harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar
wakaf, kepada siapa, apakah kepada perorangan atau kelompok umum dan apa
tujuan wakaf. Pada Pasal 22 dan 23 ditentukan peruntuhan wakaf dalam rangka
mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntuhkan
bagi: Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan
dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau Kemajuan kesejahteraan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Penetapan peruntuhan harta benda wakaf dilakukan oleh wagif pada pelaksanaan
ikrar wakaf. Jika wdagqif tidak menetapkan peruntuhan harta benda wakaf, nazir

dapat menetapkan peruntuhan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan

tujuan dan fungsi wakaf.*

®1bid., him. 362-363.
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d. Shighat (pernyataan atau ikrar wdgif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagai harta bendanya)

Shighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wadgif yang
diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta
benda miliknya. Berdasarkan Pasal 17-21 UU Wakaf ditentukan bahwa Ikrar
wakaf dilaksanakan oleh wagif kepada ndzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan, serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf
olen PPAIW. Jika wagif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau
tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, wagif dapat menujukkan
kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.** Hal ini
diperbolehkan jika wdagif memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum.

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Dewasa, beragam Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum. lkrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf paling
sedikit memuatkan hal-hal sebagai berikut: nama dan identitas wagif, nama dan
identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntuhan harta benda

wakaf, dan jangka waktu wakaf.*

Shighat atau ikrar wakaf harus menujukkan terjadi dan terlaksananya
wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan, diikrarkan atau dituliskan, tidak
diikuti syarat palsu, syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya

yaitu kelaziman dan keabadian. Ulama Nakliyah (ulama yang mendepankan akal

1bid., him. 362.
%1bid.
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pikiran) membolehkan wakaf diikuti suatu syarat. Tidak diikuti pembatas waktu
tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat diperbolehkan wakaf selam waktu

tertentu.®

2.3  PengertianNdzirdan Syarat-SyaratNdzir

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola, pengelola
dalam figih disebut dengan ndazir. Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu
“Nazara-Yanzuru-Nazaran” yang berarti menjaga, memelihara, mengelola dan
mengawasi.**Ndzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanah untuk
memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf
tersebut.®

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan
naziradalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan
dan penggunaan benda wakaf. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 menyebutkannazir adalah pihak yang
menerima harta benda wakaf dari wagif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan peruntukannya.®®

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazir selama ia mempunyai hak

melakukan tindakan hukum. Baik diri sendiri ataupun menyerahkan pengawasan

*1bid., him. 364.

*Diakses melalui [http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir] Tanggal 12 Agustus
2016.

35Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. 1, (Darul Ulum Press, 1994)
him. 33.

%Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, (Bandung: Nuasa Aulia,
2008), him. 115
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wakafnya kepada orang lain.*” Dalam praktek sahabat Umar ibn al-Khattab kala
mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nazirsemasa
hidupnya. Sepeninggalanya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya
Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn umar, kemudian keluarga umar
yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar.*

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam
pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak
menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan
ibadah tabarru’ (pemberian yang bersifat sunnah). Namun para ulama sepakat
bahwa wdgif harus menunjukkan nazirwakaf, baik yang bersifat perseorangan
maupun kelembagaan (badan hukum).*

Setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari
hasil harta wakaf, maka keberadaannazir sangat dibutuhkan, bahkan menempati
pada peran sentral. Sebab, dipundak ndzirlah tanggung jawab dan kewajiban
memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau
manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.*°

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam
Pasal 9 ditentukan bahwa nazir meliputi:

a. Nazir perseorangan

*Ibid., him. 33

*®Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Ed.1., Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), him. 498

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta:
Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),
him. 49.

““Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
strategis di Indonesia, (Jakarta:Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), him. 116-117.
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b. Organisasi

c. Badan hukum

Menurut Pasal 10 menyebutkan ndazir perseorangan sebagaimana yang
dimaksud dalam 9 huruf a hanya dapat menjadi ndzir apabila memenuhi
persyaratan:
Warga Negara Indonesia
Beragama Islam
Dewasa
Amanah

Mampu secara jasmani dan rohani
Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

P00 o

Adapun dalam hal nazir perseorangan para ahli juga menentukan beberapa
syarat yang harus dipenuhi olehndazirperseorangan, vyaitu: berakal, telah
dewasa,dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan segala urusan yang
berkenaan dengan harta wakaf.*!

Nazir organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir

perseorangan

b. Organisasyang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,

dan/atau keagamaan Islam.

Nazir yang berbentuk badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 9 huruf ¢ hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
ndzir organisasi

*ISuparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia..., him. 33.
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b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan

perudang-undangan yang berlaku

c. Badan hukum vyang begerak dibidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Secara garis umum, syarat-syarat nazir harus disesuaikan dengan

kebutuhan yang ada. Para ahli figih menetapkan syarat-syarat nazir sebagai

berikut, yaitu:*

a.

b.

Beragama Islam

Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (mukallaf)
Sudah dewasa(baligh)

Berakal sehat (‘aqil)

Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional)

Memiliki sifat amanah, jujur dan adil

Dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang

berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia persyaratan minimal seorang atau

lembaga nazirdapat dijabarkan sebagai berikut:

a.  Syarat moral

1.

Paham tentang hukum wakaf dan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah),
baik dalam tinjauan syari’at maupun perundang-undangan negara RI
Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses
pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf

Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha

Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan

“1bid., him. 42.
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5. Punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual.
b.  Syarat manajemen
1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
2. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan
pemberdayaan
3. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
c.  Syarat bisnis
1. Mempunyai keinginan
2. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya

entrepreneur.®

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menujukkan bahwa ndazir
menepati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf.
Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi
tidaknya wakaf bagai mawquf ‘alaih sangat bergantung pada nazir wakaf.
Meskipun demikian tidak berarti bahwa ndzir mempunyai kekuasaan mutlak
terhadap harta yang diamanahkan kepadannya. Para ulama sepakat bahwa
kekuasaan nazir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untukdimanfaatkan
sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wdgif (orang yang berwakaf).*

Namun dalam Pasal 45 menyebutkan dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf, ndazir diberhentikan dan diganti dengan nazir

lain apabila nazir yang bersangkutan :

“1bid.
*“1bid., him. 43.
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a. meninggal dunia bagi nazirperseorangan

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan
hukum;

c. Atas permintaan sendiri;

d.Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Dari penjalasan diatas nazir merupakan pihak yang dipercayai menerima
harta benda wakaf dari wdgif yang bertugas untuk mengelola, menjaga, serta
mengembangkan harta benda wakaf yang diamanahkan oleh wdgif. Sebagai
pemegang amanah maka seorang nazir wakaf harus memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan serta wajib mempunyai kemampuan dalam menjaga keabadian
dari manfaat wakaf tersebut agar wakaf tersebut dapat membawa kemaslahatan

bagi umat.

2.4  Kewajiban dan Wewenang Nazir

Nazir wakaf, baik perseorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan
hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wagifuntuk memelihara,
mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai
pemegang amanat, tentunya ndzir mempunyai berbagai kewajiban dan wewenang
tertentu. Kewajiban nazir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk

menjaga dan mengelola harta. Nazir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi
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dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan
harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan.*®

Sebagai pemegang amanah, nazir tidak dibebani resiko apapun atas
kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta wakaf, selagi
kerusakan-kerusakan yang dimaksud bukan atas kesengajaan atau kelalaian ndazir.
Hanya saja untuk menghindari kerusakan terhadap harta benda wakaf, nazir
dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan
harta wakaf serta hasil-hasilnya. Selain itu juga menyangkut laporan tentang
semua hal yang menyankut kekayaan wakaf, mulai dari keadaan, perkembangan
harta wakaf sampai kepada pemanfaatan hasil-hasilnya.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepadandzir, dimana ndazir wajib
melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa
terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan mawquf  ‘alaih bisa terpenuhi.
Dalampembahasan berikut ini akan dijelaskan beberapa kewajiban ndazir yang
paling utama:*®

a. Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf.

Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, kewajiban utama bagi

seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang

yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya
akan Dberakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada

hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fukaha bersepakat bahwa langkah

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 66.

**Muhammad Abid Abdullah al-Kabsi, Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,
Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dll, Dompet Dhuafa Republika dan 1IMaN, 2004, hlm. 480-
490.
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pertama yang harus dilakukan oleh seorang ndazir adalah mengelola dan
memeliharanya, baik dari pihak waqif itu mensyaratkan dalam bentuk
tertulis maupun tidak. Di dalam kitab Radd al-Muhzar*” menukil dari kitab
al-Muhir disebutkan bahwa “Seandainya harta wakaf itu berupa pohon
yang dikhawatirkan akan kemusnahannya, maka harus diantisipasi
sebelumnya dengan membeli bibit baru dari pemasukan yang dihasilkan
oleh pohon tersebut, kemudian menanamnya. Karena, tumbuh tumbuhan
akan musnah seiring dengan waktu dan usianya. Demikian juga, jika tanah
itu adalah tanah gersang yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun,
maka kewajiban darindzir itu adalah berupaya memupuknya agar dapat
ditanami.”
b. Melaksanakan syarat dari wagqif.

Nazir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wagif
yang diakui secara hukum atau syarat yang di tulis saat serah terima wakaf
danndzir tidak boleh melanggarnya. Hal ini sejalan dengan Qaidah Figih

yang berbunyi :
& ) (i gl L

Artinya: “Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang
sama dengan ketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari
(pembuat hukum, yaitu Allah SWT).”*®

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang shahih dari wagif wajib

dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat

*"KitabRddd al-Mukhtar, merupakan kitab karangan Muhammad Amin bin Umar bin
Abdul Aziz atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abidi, beliau merupakan pengikut mazhab
Hanafi.

*®Direktorat Pemberdayaan Wakaf,Figih Wakaf..., hlm. 37.
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atau terdapat maslahah yang lebih utama, karena syarat tersebut
megungkapkan keinginan wdagif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak
bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf,
tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau mawquf ‘alaih
(yang diberi wakaf) dan tidak mengandung pelanggaran atas Syariat.*
Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapat
meyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain, baik
orang itu mustahik, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas
dalam mengambil hasil dan manfaat harta wakaf.
Sehinggaberkemungkinan munculnya persengketaan. Oleh karena itu,
nazir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha
sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari
mereka yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan ini, Muhammad
Abid Abdullah al-Kabisi menukil dari kitab Muntaha al-/rddat, dikatakan
bahwa tugasnaziradalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun
dan mengembangkannya, menyewakan, menanam serta membela

kepentingannya (di pengadilan).

Melunasi hutang wakaf.

“1bid., him. 38.
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Nazir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta
wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf
tersebut. Pelunasan hutang harus didahulukan daripada pembagian hasil
kepada para mustahik. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-
tunda akan berakibat pada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak
bertambah dan berkembang, bahkan terancam akan hilang. Selanjutnya
akan berakibat tidak terpenuhinya bagian atau hak para mustahik. Utang-
hutang yang dimaksudkan diatas adalah dapat berupa pajak yang harus
dibayar pada pemerintah daerah, materai dan biaya persidangan, gaji para
pengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau
hutang-hutang untuk biaya perawatan harta wakaf.
e. Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf.

Ndazir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak mustahik dari harta
wakaf dan tidak boleh menunda-nunda sedikitpun, kecuali terjadi sesuatu
yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Sedangkan besarnya
pemberian hasil harta wakaf kepda para mustahik harus berdasarkan
ketentuanwagif. Dalam hal ini nazir harus memperhatikan syarat wdagqif
yang berkaitan dengan penambahan, pengurangan, pendahuluan dan

pengakhiran bagi para mustahik. Karena syarat-syarat wdgqif adalah sah.

Kewajiban nazir secara lebih rinci terdapat dalam Peraturan Menteri
Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 10

sebagai berikut:
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(1) Nazirberkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf
dan hasilnya, meliputi:
a. Menyimpan lembaran salinan Akta Ikrar Wakaf
b. Memelihara tanah wakaf
c. Memanfaatkan tanah wakaf
d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
e. Menyelenggarakan pembukuaan/administrasi yang meliputi:
1. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
2. Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf

(2).Ndzir berkewajiban melaporkan:

a. Hasil pencatatan perwakafan tanah wakaf milik dalam buku tanah
dan sertifikatnya kepada KUA (Kantor Urusan Agama)

b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan
perubahan penggunaanya

c. Pelaksanaan kewajiban yang disebut dalam ayat (1) pasal ini
kepada KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan
Desember.

(3).Nazir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang
anggota nazir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam
pasal 8 ayat (2) Peraturan ini

(4). Bilamana jumlah anggotandazir kelompok karena berhentinya salah
seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai
diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota ndazir lainnya
berkewajiban mengusulkan penggantianya untuk disahkan oleh

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11
disederhanakan lagi menjadi sebagai berikut:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntuhannya

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
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Adapun menyangkut dengan wewenangnazir, sebagai pemegang amanah
nazir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan
bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang
mungkin telah ditentukan oleh wdgif. Sebagai pemegang amanat pada dasarnya
nazir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila
kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan nazir sendiri.**Hal-
hal yang boleh dilakukan oleh rdazir dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai
berikut :**

a. Menyewakan harta wakaf.
Nazirberwenang untuk menyewakan harta wakaf apabila menurutnya akan
mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Karena
dengan menyewakannya akan mendatangkan pemasukan dan dapat
digunakan untuk membiyai hal-hal yang ditentukan oleh wagif atau untuk
kepentingan wakaf dan penerima wakaf, misalnya untuk membangun,
mengembangkan,  ataupun  untuk  memperbaiki  kerusakannya.

Nazirmempunyai hak untuk menyewakan harta wakaf karena

nazirmempunyai hak perwalian khusus, dimana hak perwalian khusus ini

lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yang dimilik oleh
hakim.

b. Menanami tanah wakaf.
Ndazirdiperbolehkan ~ memanfaatkan tanah  wakaf dengan cara

menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan tentunya dengan

S95yparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia..., hlm. 33-34.
*Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., him. 490.
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memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para
mustahik. Apabila dalam akad wakaf tidak disebutkan tentang penyewaan,
tetapi nazir memandang perlu untuk menyewakan atau menanami tanah
tersebut, menurut Abu Ja‘far jika tindakan tersebut mendatangkan hasil
bagi harta wakaf dan bermanfaat bagi fakir miskin, maka boleh dilakukan.
Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nazir juga berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan
dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan
syarat: adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa
gedung tersebut, dan keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan
lebih besar daripada digunakan untuk lahan pertanian.

Mengubah kondisi harta wakaf.

Nazir berhak mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih
baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, apabila ndazir
menghendakinya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi harta
wakaf dan kebutuhan penerima wakaf, dengan demikian maka dapat

dipadukan antara pelaksanaan syarat dari wdagif dan tujuan dari wakaf.

Pengertian Istibdadl dan Hukumnya

a. Pengertian Istibdal

Mengenai pengertian istibdal, figih memberikan pengertian yang luas dan

mutlak yakni pengertian yang mencakup penggantian, penjualan maupun tukar

menukar benda wakaf, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
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Wakaf yang menyebut istibdal dengan istilah “penukaran”, tidak menunjuk
pengertian istibdal secara eksplisit.

Dalam istilah figih disebut dengan “Istibdal ” atau “Ibdal”. Kata (J)xiw))
berasal dari fi’il mujarrad (kata kerja murni) badala( J~ ) yang berarti “tukar atau
ganti”, al-Istibdal diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan
barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa istibdal
adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah
dijual. Adapun yang dimaksud dengan ibdal adalah menjual barang wakaf untuk
membeli barang lain sebagai gantinya.*’Dapat juga diartikan sebagai penggantian
barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau
tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain

yang berupa tanah untuk bangunan.®

Menurut Imam Syargawi, kata istibdal dalam masalah wakaf adalah
mengganti mawquf (barang wakaf) yang dinisbatkan dengan kerusakan, yang
kemudian diganti dengan benda lain yang lebih baik. Sedangkan menurut salah
satu penerus madzhab Hanafi yakni Ibnu Abidin kata istibdal berarti mengganti

suatu benda wakaf satu dengan yang lain.*

Figih mengenal esensi istibdal sebagai upaya untuk menjaga kelanggengan
harta benda wakaf agar ia senantiasa dapat dimanfaatkan secara terus menerus

sehingga keabadian pahala yang ditandai dengan keabadian manfaat harta benda

52\Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, Hukum Wakaf, hlm. 349.

Diakses melalui [http://ajilaw.blogspot.co.id/2014/10/tukar-guling-wakaf-prespektif |
[ figih.html] Tanggal 27 Desember 2015.

**Diambil dari [www.referensimakalah.com/2013/02/tukar-guling-persektif-fikih-dan-]

ukum.html?m=1{ Tanggal 15 September 2016.



http://ajilaw.blogspot.co.id/2014/10/tukar-guling-wakaf-prespektif%20fiqih.html
http://ajilaw.blogspot.co.id/2014/10/tukar-guling-wakaf-prespektif%20fiqih.html
http://www.referensimakalah.com/2013/02/tukar-guling-persektif-fikih-dan-ukum.html?m=1
http://www.referensimakalah.com/2013/02/tukar-guling-persektif-fikih-dan-ukum.html?m=1
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wakaf sebagai tujuan wakaf dapat tercapai. Istibdal wakaf yang dilakukan demi

suatu kemaslahatan berarti sama dengan menjaga aset wakaf tersebut.

b. Hukum Istibdal

Dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia tidak diklasifikasikan
jenis benda wakaf yang bagaimana yang dapat diubah statusnya. Sehingga dalam
hal ini undang-undangsecara mutlak membolehkan perubahan status harta benda
wakaf apapun jenis bendanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik Pasal 11 dijelaskan:

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat
dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang
dimaksud dalam ikrar wakaf

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yaitu:

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan

oleh wakif
b. Karena kepentingan umum

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf Pasal 40
dan 41 ayat (1)juga mengatur tentang perubahan harta wakaf yang sudah dianggap
tidak atau kurang berfungsi sebagaiman maksud dari tujuan wakaf itu sendiri.
Dalam Pasal 40 dinyatakan, secara prinsip harta benda wakaf yangsudah

diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan
b. Disita

c. Dihibahkan

d. Dijual

e. Diwariskan
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f. Ditukar atau
g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa: ketentuan tersebut dikecualikan
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan
umum sesuaidengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah
statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta
benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda
wakaf tersebut.®

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 diatas, izin
pertukaranharta benda wakaf hanya dapat diberikan jika pengantian harta benda
penukaran memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf).

Dalam figih Islam pada dasarnya perubahan (istibdal)tanah wakaf juga
tidak dibolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan
sesuai dengan tujuan wakaf, maka terhadap tanah wakaf yang bersangkutan dapat
diadakan perubahan baik peruntuhannya maupun statusnya.

Dalam pandangan figih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian

membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Mereka membedakan jenis

**Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia..,
him. 386
**Ibid., him. 387.
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benda wakaf pada dua macam, yaitu berbentuk mesjid dan bukan mesjid, yang
bukan mesjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Terhadap benda wakaf yang berbentuk mesjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian
Hanabillah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap
benda yang tidak berupa mesjid, selain mazhab Syafi’iyah membolehkan
menukarkannya,apabila tidakan tersebut memang benar-benar sangat
diperlukan.®’Hal ini didasarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus
berlangsung sebagaisedekah jariyah, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi
lagi dan sebagainya.

Imam Ahmad, Abu Tsaur, lIbnu Taimiyah, berpendapat tentang bolehnya
menjual, mengganti, merubah, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak
berfungsi atau kurang berfungsi (seperti rusak atau sebab lain). Kebolehan itu,
baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau maslahah
sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar

atau maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.®

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar
bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi
penjual-penjual tamar. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian
bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar danUtsman pernah membangun
masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan

perluasan, demikian yang terjadi pada Masjidil Haram.>®

*’ Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia..., him. 518-519.
%83yparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, him. 39.
*Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 78.
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Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad
telah menggariskan atas kebolehannya karena mengikuti sahabat-sahabat
Rasulullah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan bahwa apabila
harta wakaf itu rusak dan tidak bermanfaat sesuai dengan tujuannya, maka tanah
atau benda wakaf tersebut boleh dijual dengan syarat hasilnya dibelikan barang
lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, serta barang yang dibeli itu
berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.®

Ahmad Azhar Basyir memberi pijakan sebagai solusi dalam masalah
perubahan perwakafan, menurutnya amalan wakaf akan bernilai ibadah jika betul
berfungsi seperti yang dituju. Oleh karena itu apabila terdapat harta wakaf yang
berkurang, rusak, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus
dicarikan jalan keluar agar dapat berfungsi. Karena dalam figih dikenal prinsip
maslahat, yakni(memelihara). maksud pada syara memberikan kemanfaatan dan
menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan
pertimbangan dalam perubahan menukar (istibdal) dan menjual harta wakaf untuk

mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan wagif.**

2.6 Syarat-Syarat Istibdal

Dilihat dari segi bahasa syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus
ada. Sedangkan dilihat dari segi istilah syarat ialah sesuatu yang harus dipenuhi
sebelum mengerjakan sesuatu. Berkaitan dengan pelaksanaan istibdalharta wakaf

para fugaha membolehkan menggati barang wakaf, menjualnya karena darurat

®Djrektorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 78-79.
82 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
him. 38.
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dengan terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama. sebagaian ulama tidak
membolehkan istibdal harta wakaf sedangkan sebagian yang lain membolehkan
dengan syarat-syarat, serta rincian masing-masing:

Dalam perspektif mazhab Hanafiyah, ibdal (penukaran) dan istibdal
(penggantian) boleh dilakukan. Menurut mereka ibdal boleh dilakukan oleh
siapapun, baik wakif sendiri, orang lain, maupun hakim, tanpa menilik jenis
barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni,

bergerak, maupun tidak bergerak.®

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam
tiga macam kondisi:**Pertama: Orang yang berwakaf mensyaratkan untuk dirinya
atau orang lain, atau dirinya dan orang lain. Yakni,orang yang mewakaf
mensyaratkan dalam perwakafannya itu mengganti barang wakaf dengan tanah
lain, atau mensyaratkan untuk menjualnya. Maka, penggantian itu boleh menurut
pandangan yang shahih. Hasil penjualan diberikan tanah lain jika dia
mengiginkan. Oleh karena itu, jika dia melakukan maka tanah kedua seperti tanah

pertama dalam persyaratannya.

Kedua: Orang yang mewakaf tidak mensyaratkannya. Yakni dia
mensyaratkan tidak ada penggantian atau dia diam. Namun barang wakaf menjadi
tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa dari

barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi pembiayaanya. Ini juga boleh menurut

2Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf..., him. 349.
%\Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu..., him. 325
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pendapat yang paling shahih, jika berdasarkan izin hakim. Pendapat hakim dalam

hal ini adalah pertimbangan kemaslahatan didalamnya.

Ketiga: Orang yang wakaf juga tidak mensyaratkannya. Namun, jika harta
itu secara umum ada manfaat didalamnya. Sementara, menggantinya adalah lebih
baik dari segi hasil dan biaya. Maka dalam hal ini ulama Hanafiyyah berbeda
pendapat, Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih tidak boleh diganti.
Sedangkan Abu Yusuf berpendapat:“Boleh” menukarkannya karena lebih
bermanfaat bagi si wagif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si
wagif. Hilal dan Kamaluddin bin al-Himam berpendapat:“Tidak boleh”
menukarkannya sebab hukum pokok dari wakaf adalah tetapnya barang wakaf,
bukan bertambahnya manfaat. Tapi boleh menukarnya dalam keadaan darurat atau

memang ada izin atau syarat dari si wagif.**

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat dalam penukaran benda
wakaf yaitu: pertama, wagif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau
dijual. Kedua, benda wakaf itu berupa benda yang bergerak dan kondisinya tidak
sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya. Ketiga, apabila benda wakaf
pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid,

jalan raya, dan sebagainya.®

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras

pengantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada kasus

*Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
strategis di Indonesia, him.72-73.
% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, him. 519.



o1

tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dengan yang tidak

bergerak:®

a. Mengganti (istibdal)barang wakaf yang bergerak
Kebanyakan fugaha mazhab Maliki “memperbolehkan” penggantian
barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan, sebab
dengan adanya penukaran (istibdal) maka benda wakaf itu tidak sia-
sia.Imam Malik berkata: jika kuda yang diwakafkan untuk perang dijalan
Allah menjadi lemah dan sakit-sakitan, kuda tersebut boleh dijual untuk
mendapatkan kuda lain yang sehat dan kuat. Ulama Malikiyah
mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi.

b. Mengganti (istibdal) barang wakaf yang tak bergerak
Para ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian (istibdal)
barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat
yang sangat jarang terjadi. Mengenai penggantian benda tidak bergerak
dbedakan menjadi dua: pertama,mesjid. Mesjid sama sekali tidak boleh
dijual berdasarkan ijma ulama. Kedua, benda tidak begerak selain mesjid,
seperti rumah dan toko. Semua pengikut mazhab Maliki mengeluarkan
ijma tentang larangan penjualan barang wakaf yang bisa dimanfaatkan,
dengan pengecualian kondisi darurat dan jika keadaan memaksa, mereka
membolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan.

Seperti perluasan mesjid, kuburan dan jalan. Dasar yang mereka gunakan

% Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, him. 366-368.
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sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada

kemaslahatan dan kepentingan umum.

Menurut Imam Asy-Syafi’i sendiri dalam masalah tukar menukar
(istibdal) harta wakaf hampir sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu sangat
mencegah adanya tukar menukar (istibdal) harta wakaf. Dan dikenal lebih berhati-
hati dibandingkan ulama mazhab lainnya, sehingga terkesan seolah-olah mutlak
melarang dalam kondisi apapun. Imam Syafi’i berpendapat “tidak boleh” menjual
mesjid secara mutlak, sekalipun mesjid itu roboh. Tapi golongan Syafi’iyyah
berbeda pendapat tentang benda wakaf yangtak bergerak yang tidak memberikan
manfaat sama sekali. Sebagian menyatakan “boleh” ditukar (istibdal) agar harta
wakaf tersebut ada manfaatnya. Dengan ketentuan nilai harganya harus
disesuaikan dengan kondisi barang yang ada, dan uang yang didapat dari hasil

penjualannya harus digunakan untuk membeli barang wakaf baru sebagai ganti.®’

Sedangkan sebagian yang lain menolak, dalam kitab al-Muhadzdzab
diterangkan: apabila ada orang yang mewakafkan pohon korma, kemudian pohon
itu kering (mati) atau binatang ternak lalu lumpuh atau tiang untuk mesjid
kemudian roboh atau rusak, dalam masalah ini ada dua pendapat: (a) Tidak boleh
dijual, seperti halnya mesjid (b) Boleh dijual, karena yang diharapkan dari wakaf
adalah manfaatnya. Jadi lebih baik dijual daripada dibiarkan begitu saja, kecuali

yang berkenaan dengan mesjid.®®

®’Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, him. 373.
%8Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
strategis di Indonesia..., him. 74.
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Penjelasan ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan
apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Akan tetapi mazhab
Hanabilah memberikan batasan pengizinan menjual dan menggantikan barang
wakaf, vyaitu dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan
kemaslahatan. Jadi, penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama tidak dalam
keadaan darurat. Karena menurut prinsip mereka, hukum asal penjualan barang
wakaf adalah haram. Ulama Hanabilah menetapkan, yang berhak melakukan jual
beli dan penggantian barang wakaf hanya hakim, apabila ditujukkan demi
kemaslahatan umum. Namun jika ditujukkan untuk orang-orang tertentu, maka
yang berhak menangani penjualan dan penggantian tersebut adalah ndziryang

telah ditentukan dengan tetap meminta izin dari hakim.®

Ibnu Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar
atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan.lbnu Taimiyah

membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat:

Pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang
diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam
peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang
dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau
diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk
membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena
bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang

lainnya.

89Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, him. 377-378.
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Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat.
Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat,

maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga

kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.”

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 49
ditentukan bahwa:

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang
kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan
BWI.

(2) lzin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan
dengan prinsip syariah;

b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar
wakaf; atau

c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung

dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. Parta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama

dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan
rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
e. Nazirtanah wakaf yang bersangkutan.

"Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Figih wakaf..., him 78-79.
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Selanjutnya dinyatakandalam Pasal 50 tentang nilai dan manfaat harta
benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung

sebagai berikut:
(a). Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sekurang kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
(b). Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah

untuk dikembangkan.

Pasal 51 tentang penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan
diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

(a) Nazirmengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan
menjelaskan alasan perubahan status / tukat menukar tersebut. (b)
Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada
Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/ kota.

(c) Kepala Kantor Departemen (Kementrian) Agama kabupaten/ kota
setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan
susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya
Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.

(d) Kepala Kantor Departemen (Kementerian) Agama kabupaten/ kota
meneruskan permohona tersebut dengan dilampiri hasil penelitian
dari tim kepada Kantor Wilayah Departemen (Kementerian)
Agama propinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut
kepada Menteri

(e) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar
ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh
Nazirke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk
pendaftaran lebih lanjut.
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Adapun beberapa tahapan prosedur pengajuan permohanan izin penukaran
harta benda wakaf yang berdasarkan ketentuan Undang-undang adalah sebagai
berikut :"*

1. Surat permohonan ndazirperihal pengajuan izin tukar menukar harta wakaf
ditunjukkan kepada Menteri Agama RI melalui kepala Kantor Urusan
Agama kecamatan dengan menjelaskan alasannya dengan melampirkan:

a. Sertifikat dan/atau Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf yang akan
ditukar

b. Sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah harta benda penukaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda wakaf dan harta benda
penukaran

d. Rencana Umum Tata Ruang dari pemerintah daerah setempat

e. Surat persetujuan terhadap tukar menukar harta benda wakaf yang
ditandatangani oleh seluruh anggotanadzirdan saksi perwakilan
masyarakat setempat dengan membubuhkan materai Rp.6000

f. Surat pernyataan bermaterai dari pihak calon penukar yang
menyatakan bahwa harta benda penukaran tidak dalam sengketa yang
disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui oleh camat

2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan menuruskan

permohonan izin kepada Kepala Kantor Kementerian Agama

"'Sumber dari Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Montasik
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Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi
kebenaran keaslian/keabsahan dokumen yang diajukan oleh nazir

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota menerima berkas
permohonan izin dari Kepala KUA sebagai dasar untuk mengusulkan Tim
Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Harta Benda Wakaf kepada
Bupati/Walikota  untuk  ditetapkan dengan  Surat  Keputusan
Bupat/Walikota. Tim tersebut terdiri dari unsur:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Kantor Pertahanan Kabupaten/ Kota

c. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota

d. Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota

e. Ndazirtanah wakaf yang bersangkutan

. Tim penilai tersebut melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk berita acara
yang berisi perbandingan nilai harga antara harga benda wakaf dengan
nilai calon penukar harta benda wakaf dalam bentuk jumlah niali penukar
harta benda wakaf dalam bentuk jumlah nilai rupiah dan aspek nilai
lainnya yang menguntungkan wakaf kepada Bupati/Walikota untuk
ditetapkan dan disampaikan kepada Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota. Selanjutnyan semua dokumen tersebut diteruskan oleh
Kepala Kantor Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementrian Agama Provinsi
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Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi menyampaikan
berkas permohonan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktorat
Pemberdayaan Wakaf menelaah berkas pengajuan izin dan memverifikasi
kebenaran persyaratan formal maupun materil dari benda wakaf dan
penukarannya. Apabila dianggap perlu dilakukan peninjaun langsung ke
lokasi oleh pejabat Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menuruskan berkas
permohonan yang telah diverifikasi kepada BWI untuk mendapat
pertimbangan

Badan Wakaf Indonesia memberikan pertimbangan dan menyampaikan
berkas permohonan izin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan berkas
permohonan izin kepada Menteri Agama RI setelah terpenuhi seluruh
persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Wakaf
Indonesia

Menteri Agama Rl memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis

kepada ndaziryang bersangkutan.



BAB TIGA
PEMAHAMAN NAZIR TERHADAPISTIBDAL HARTA WAKAF SERTA
TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM

3.1  Gambaran Umum Mukim Bukit Baro, Kecamatan Montasik

Kecamatan Montasik merupakan salah satu kecamatan yang berada di
kabupaten Aceh Besar, yang terletak di arah utara dari ibu kota kabupaten dengan
jarak 50 Km dari arah pusat kota Jantho. Batas wilayah Kecamatan Montasik
adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Blang Bintang,

dan Kecamatan Mesjid Raya.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Malaka.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Indrapuri.

4. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Suka Makmur,

serta Kecamatan Ingin Jaya.

Dengan luas wilayah 59,73 Km atau 5.973 Ha dengan jumlah penduduk
19.981. Kecamatan Montasik terdiri dari 39 gampong dan tiga Kemukiman yaitu,
Kemukiman Piyeung, Kemukiman Bukit Baro, dan Kemukiman Montasik.

Kemukiman Bukit Baro terdiri dari 14 gampong, adapun gampong-
gampong yang penulis teliti adalah 10 gampong. Sebagai sampel dari
keseluruhannya yaitu: gampong Weu Bada, Atong,Teubang Phui Baro, Teubang

Phui Mesjid, Reudep, Meunasah Teutong, Bakcirih, Bira Lhok, Bira Cot dan

'Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Montasik dalam Angka
2015, him. 3.
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Lamee Garot. Kemukiman Bukit Baro memiliki luas wilayah 33,9 km dengan

rincian tabel dibawah ini:?

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik

No Nama Desa Luas Desa (Km)
1 Weu Bada 0,23
2 Atong 2,00
3 Teubang phui Mesjid 0,07
4 Reudep 0,78
5 Meunasah Tutong 0,25
6 Bak Cirih 0,75
7 Empee Tanong 0,35
8 Warabo 0,21
9 Teubang Phui Baro 0,23
10 Bung Tujoh 7,78
11 Bira Lhok 5,12
12 Bira Cot 7,04
13 Peurumping 8,52
14 Lamme Garot 0,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar , Kecamatan Montasik dalam
Angka 2015

Dari hasil penelitian penulis, Mukim Bukit Baro mempunyai 2 mesjid

yaitu: mesjid Jami’ Bukit Baro yang terletak di gampong Lamee Garot dan mesjid

Iktiar yang terletak di gampong Empee Tanong. Di kemukiman Bukit Baro

disamping adanya mesjid dan meunasah di

2|bid,. hlm. 7.

tiap-tiap gampong sebagai
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saranaibadah juga terdapat lembaga pendidikan baik berbentuk formal maupun

non formal.
Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan di Mukim Bukit Baro, Kecamatan Montasik, Kabupaten
Aceh Besar
No | Nama Lembaga Pendidikan Terletak di Gampong
1 Paud Bait Qurany Lamee Garot
2 Tk Mon Beurekat Tebang Phui Baro
3 Tk Cot Tapang Teubang Phui Baro
5 Tk Nurul Huda Weu Bada
6 SD Negeri Bukit Baro Teubang Phui Mesjid
7 SD Negeri Pante Kareung Empee Tanong
8 SD Negeri Atong Atong
9 SD Negeri Bira Bira Cot
10 Min Bukit Baro 1 Lamee Garot
11 Pesantren Umar Faruq Teubang Phui Baro
12 SMP Negeri 3 Montasik Weu Bada
13 SMP Negeri 4 Montasik Atong
14 Dayah Raudhatul Jannah Teubang Phui Baro
15 Dayah Kareung Empee tanong
16 Dayah tgk Chik Disampang Meunasah Tutong
17 TPA Al —Munawarrah Lamee Garot
18 | Pesantren Ummatul Mu’minim Teubang Phui Baro

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat

di Mukim Bukit Baro telah sekolah diberbagai jenjang pendidikan dimulai dari

PAUD, TK, SD/MI, SMP, SMU serta ada juga masyarakat di Mukim Bukit Baro
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yang mengenyam pendidikan di pesantren maupun dayah setempat serta
perguruan tinggi baik didalam daerah muapun diluar daerah.
Di Mukim Bukit Baro terdapat 1.937 Kepala Keluarga.? Sedangkan jumlah

penduduk menurut gampong dan jenis kelamin, terdiri dari :

Tabel 3.3
JumlahpendudukMukim Bukit Baro menurut gampong dan jenis kelamin
Nama Gampong Jeniskelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
Weu Bada 307Jiwa 246 Jiwa 533Jiwa
Atong 585 Jiwa 551 Jiwa 1.136Jiwa
Teubang Phui Mesjid 395 Jiwa 414Jiwa 809Jiwa
Lamee Garot 405 Jiwa 346Jiwa 751 Jiwa
Reudeup 484Jiwa 438Jiwa 922 Jiwa
Bakcirih 214 Jiwa 205Jiwa 419Jiwa
Meunasah Tutong 209Jiwa 195Jiwa 404Jiwa
Empee Tanong 281Jiwa 220Jiwa 501Jiwa
Teubang Phui Baro 357 Jiwa 374 Jiwa 731 Jiwa
Warabo 133 Jiwa 135 Jiwa 268 Jiwa
Bueng Tujoh 198 Jiwa 198 Jiwa 396 Jiwa
Bira Lhok 201 Jiwa 191 Jiwa 392 Jiwa
Bira Cot 218 Jiwa 204 Jiwa 422 Jiwa
Peurumping 150 Jiwa 135 Jiwa 285 Jiwa
Jumlah 4.137 Jiwa | 3.852 Jiwa 7.989 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar , Kecamatan Montasik dalam
Angka 2015

®Hasil Wawancara dengan Ibu Zahrita, Karyawati Kantor Camat Montasik, Tanggal 30
Agustus 2016.
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Dalam katalog Kecamatan Montasik Dalam Angka 2015 sebagian besar

penduduk di Mukim Bukit Baro sumber penghasilan utama ialah pada sektor

pertanian. Dengan jenis penggunaan lahan di Mukim Bukit Baro sebagai berikut:*

Tabel 3.4

Jenis Penggunaan Lahan di Kemukiman Bukit Baro, Kecamatan Montasik

Nama Lahan Lahan bukan LahanNon
Desa Sawah (Ha) | Sawah (Ha) Pertanian(Ha)
Weu Bada 4 5 14
Teubang Phui Mesjid 1 1 5
Atong 159 19 22
Lamme Garot 20 5 32
Reudeup 18 22 38
Bakcirih 44 18 13
Meunasah Tutong 2 14 9
Empee Tanong 15 13 7
Warabo 15 1 5
Teubang Phui Baro 4 11 8
Bueng Tujoh 216 150 412
Bira Lhok 126 119 267
Bira Cot 213 60 431
Peurumping 204 81 567
Jumlah 1.041 Ha 519 Ha 1.563 Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar , Kecamatan Montasik dalam

Angka 2015

Dari hasil penelitian di Mukim Bukit Baro, diketahui pemanfaatan tanah

wakaf yang terletak diwilayah Mukim Bukit Baro oleh masing-masing

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Montasik dalam Angka 2015,

him. 4.
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gampongdimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Secara garis besar tanah-tanah
wakaf tersebut digunakan untuk:
a. Keperluan peribadatan seperti pembangunan mesjid, mushalla/meunasah,
balai pengajian
b. Keperluan sosial, seperti pembangunan rumah bidan/polindes, wc umum,
dayah, kuburan umum
c. Penunjang kegiatan, sepertilapangan voly untuk kegiatan olahraga, toko,

sawah dan kebun

Berdasarkan hasil penelitian, harta wakaf tersebut masih banyak yang
belum didaftarkan. Ada beberapa faktor mengapa masih banyak tanah wakaf di
Mukim Bukit Baro belum didaftarkan atau disertifikasi sebagaimana mestinya.
yaitu:

a. Terkendala dengan waktu dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan
untuk mengurus sertifikat tanah wakaf.

b. Dikarenakan mayoritas masyarakat Mukim Bukit Baromemiliki prinsip
kepercayaan yang kuat, bahwa tanpa sertifikat pun kedudukan hukum atau
hak atas tanah tersebut sudah cukup kuat dengan adanya surat keterangan
wakaf dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu nazirdan wagif
serta dua saksi dan hal ini dianggap sudah memadai.

c. Banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak ada surat arsip-arsip tentang
tanda bukti perwakafan. Oleh karena itu mendapatkan kesulitan dalam

mendaftarkan tanah tersebut menurut prosedur yang berlaku.
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Dalam kehidupan masyarakat di Mukim Bukit Baro, tanah wakaf dikelola
oleh perangkat masing-masing gampong yang ada di Mukim Bukit Baro yaitu
Imam meunasah dan Keuchik tanpa dipilih nazirkhusus untuk mengelola tanah
wakaf. Sedangkan pada tingkat kemukiman yang menjadi nazir wakaf yaitu imam
mesjid di Mukim tersebut. Dimana tanggungjawab terhadap tanah wakaf
sepenuhnya diserahkan kepada nazir yang telah ditunjukkan. Pihak Kantor Urusan
Agama (KUA) hanya memberi pengarahan kepada naziruntuk mengelolanya.
Untuk urusan selanjutnya diserahkan kepada nazir sebagai pihak yang diberikan

wewenang dan amanah untuk mengelola harta benda wakaf.®

3.2 Praktik IstibdalTanah Wakaf di Mukim Bukit Baro, Kecamatan
Montasik

Harta wakaf merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim
dari kepemilikannya karena Allah, yang dimana harta tersebut tidak dapat
dilakukan transaksi hukum lain seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan. Namun
apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya
kepentingan umum yang lebih besar, maka lIstzibdal dapat dilakukan dengan
pertimbangan maslahah.

Istibddl merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan harta
wakaf agar ia dapat dimanfaatkan secara terus menurus dan dapat membawa
kemaslahatan bagi umat. Dalam hal ini, ndzir merupakan pihak yang

diamanahkan terhadap harta wakaf tersebut berkewajiban untuk menjaga dan

®Hasil Wawancara dengan Bapak Imaman selaku Ketua Kantor Urusan Agama
Kecamatan Montasik, Tanggal 30 Agustus 2016
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mengelola harta wakaf. Ndazirjuga berhak mengubah keadaan dan bentuk harta
wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik
apabilanazirmenghendakinya, dan ini merupakan pendapat aliran mazhab Hanafi.®

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di Mukim Bukit Baro, terdapat
satu kasusistibdal tanah wakaf yang terjadi di mesjid Jami’ Bukit Baro.
Selainpengalihan tanah wakaf (istibdal) juga ada beberapa gampong di Mukim

Bukit Baro yang melakukan pengalihan manfaat terhadap tanah wakaf.

Praktikistibdal tanah wakaf mesjid Jami’ Bukit Baro dilakukan atas
kesepakatan bersama dari hasil musyawarah bersama antara nazirtanah wakaf
mesjid Jami’ Bukit Baro dengan pihak keluarga ibu Zuriahselaku pemilik tanah
yang diistibdalkan dengan tanah wakaf, bersama tokoh masyarakat, Badan Harta
Agama (BHA), wagif, panitia mesjid serta imum Mukim. Pada saat penukaran,
tanah tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun melihat dari aspek kemaslahatan untuk menjadi pertimbangan
terhadap penukaran, pihakndzirmenetapkan beberapa syarat dalam prosedur
penukaran (istibdal) tersebut, diantaranya adalah:

a. Surat tanah

b. Saksi

c. Serta dalam proses penukarannya dilihat dari harga tanah dan harganya

harus setara dengan tanah yang ditukarkan.

®Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf,
Penerjemah: Ahrul Sani Faturrahman dll, Dompet Dhuafa Republika dan 1IMaN, 2004, him. 490.
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Tanah wakaf mesjid Jami’ Bukit Baro yang diistibdalkanmerupakan tanah
yang diwakafkan oleh Bapak Zainon Ishak, yang berupa sepetak tanah
sawahterletak di gampong Bung Tujoh dengan ukuran panjang 65M, lebar 20M,
luas 1300M. Dengan batas-batas disebelah timur menghadap persawahan, sebelah
barat menghadap persawahan, sebelah utara menghadap persawahan dan sebelah
selatan menghadap persawahan, yang kemudian diistibdalkan (ditukarkan) dengan
tanah milik pihak keluarga ibu Zuriahyang terletak dibelakang Mesjid Jami’ Bukit
Baro yakni di gampong Lamee Garut dengan ukuran panjang 65M, lebar 20M,
luas 1300M. Dengan batas-batas disebelah timur menghadap persawahan, sebelah
barat menghadap perumahan warga, sebelah utara menghadap jalan gampong
Lamee Garot dan sebelah selatan menghadap persawahan.

Penukaran tanah wakaf tersebut dilakukan dengan seizin wagif dan tujuan
penukarannya ialah untuk perluasan Mesjid Jami’ Bukit Baro yang dimana mesjid
tersebut  merupakan  pusat  perkumpulan  jamaahtabligh  (kelompok
penyampai).Jamaah tablig merupakan sebuah jamaah islamiyah/gerakan dakwah
Islam yang dakwahnya berpijak kepada penyampain keutamaan-keutamaan
ibadah kepada setiap orang yang dapat dijangkau, dengan tujuan kembali ke
ajaran Islam yang kaffah serta membangkitkan jiwa spritual dalam diri dan dalam
kehidupan umat Islam. Sehingga dengan demikian diperlukan perluasan mesjid.
Adapun pertimbangan dalam hal ini adalah untuk lebih meningkatkan

kemaslahatan.’

"Hasil Wawancara dengan Bapak Zainon Ishak selaku ndzir Mesjid Jami’ Bukit Baro,
Tanggal 19 September 2016.
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Praktik yang terjadi dalam kasus penukaran (istibdal) tanah wakaf di
Mukim Bukit Baro ini tampaknya belum sepenuhnya mengikuti prosedur dan tata
cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun
2006.Ini dikarenakan istibdal tanah wakaf yang dilakukan mesjid Jami’ Bukit
Baro diputuskan melalui musyawarah. Sedangkan dalam ketentuan PP Nomor 42
tahun 2006 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Dua tentang penukaran
harta benda wakaf, yang dimana dalam pasal 49 disebutkan bahwa pelaksanaan
ketentuan penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Akan tetapi sudah sesuai dengan yang disyaratkan dalam hukum Islam,
karena dalam kasus istibdaltanah wakaf di Mukim Bukit Baro telah mendapatkan
izin dari wagif. Mayoritas nazirMukim Bukit Baro tidak mengetahui tentang
adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan.
Sehingga dalam pengalihan harta wakaf dilakukan dengan cara melalui hukum

adat yang berlaku didaerah tersebut yaitu dengan bermusyawarah.

3.3  Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Nadzirtentang Istibdal
Tanah Wakaf

Dalam perwakafan Istibdal bertujuan untuk menjaga dan memelihara
tujuan dan manfaat dari harta wakaf tersebut. Tindakan melakukan istibdal harta
wakaf merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh nazirselaku pengelola wakaf.
Sebagai usaha mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi dan manfaat dari
harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. Wakaf dinilai ibadah yang senantiasa

mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsi yang dituju.
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Untuk mengetahui pemahaman nazirterhadap istibdal tanah wakaf di
Mukim Bukit Baro, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa ndazir,
diantaranya sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Fajrizal, beliau berpandangan bahwa
penggantian (istibdal) harta wakaf sebagai berikut:

“Mengenai masalah penggantian harta wakaf yang telah hilang manfaat

ataupun kurang manfaatnya, menurut saya pribadi bila tidak terdapat

manfaatnya sebaiknya ditukarkan agar wakaf tersebut dapat kita ambil
manfaatnya, akan tetapi disini (dimasyarakat kita) terdapat kendala pada
perbedaan-perbedaan pandangan”.?

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mahdi menyatakan sebagai berikut:

“Boleh ditukar, ditukar itukan untuk memperoleh manfaat yang lebih baik

lagi. Contohnya saja ada satu kebun yang tidak dapat hasilnya sama sekali

maka kita tukarkan dengan sawah. Hal ini dipandang lebih produktif dan
lebih bermanfaat, dan sedekah jariyahnya pun tidak terputus selama tanah
tersebut bermanfaat™.’

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hekkal, sebagai berikut:

“kalau tanah wakaf tersebut tidak ada manfaatnya lagi atau tidak ada yang

bisa diambil dari hasilnya, boleh diganti dengan tanah yang lain. Terlebih

lagi kalau tanah tersebut dikhawatirkan akan hilang ‘ainnya, seperti
longsor”.'

Menurut pemaparan Bapak Fajrizal, Bapak Mahdi dan Bapak Hekkal sangat
menekankan terhadap keberlangsungan manfaat dari harta wakaf. Karena pada
dasarnya wakaf merupakan pengambilan manfaat dari harta benda yang
diwakafkan. Dalam hal ini maka dapat dilihat, mereka sangat menitikberatkan

pada “prinsip kemanfaatan” harta wakaf, yang dimana penukaran harta wakaf

mungkin dilakukan dengan alasan-alasan tertentu antara lain: apabila barang

®\Wawancara dengan Bapak Fajrizal, Tanggal 20 Oktober 2016. Pukul 11:30 WIB
®Wawancara dengan Bapak Mahdi, Tanggal 20 Oktober 2016. Pukul 17:05 WIB
"Wawancara dengan Bapak Hekkal, Tanggal 26 Oktober 2016, Pukul: 18.02 WIB
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wakaf tersebut tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh
wagif, atau kondisinya sudah meghawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-
tujuan yang lain yang lebih besar maslahahnya dan manfaatnya bagi masyarakat
luas, seperti untuk perluasan mesjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan
masyarakat atau untuk kuburan umum.*

Akan tetapi hal inilah terkadang menjadi hambatan bagi nazir karena
adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat itu sendiri. Namun jika tanah
wakaf diistibdalkan dengan tanah yang lebih baik maka dipandang lebih
produktif, serta sedekah jariyah dari manfaat wakaf tersebut tetap terus
berlangsung, tidak mubazir karena rusak/tidak berfungsi lagi.

Para ulama sepakat bahwa ibadah wakaf dikatagorikan sebagai amal
ibadah sedekah jariyah. Sebagaiman dalam hadis dibawabh ini:

oF A ol 2 Jo e B B el dn ) (m By ol 0 (A WA

aie wlail DLW @l 13016 Ly ade & o B s, Of5 5 T el e o3l
(e o) Aoy Flo iy o) 4 mimy ole ol Byl BiorEMis Y abes

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah maksudnya adalah Ibnu Sa’id dan Ibnu Juhr
menceritakan kepada kami, mereka berkata: lsma’il ia adalah Ibnu

Ja'far menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’, dari ayahnya,dari Abu
Hurairah: bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang mati,

maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga, sedekah jariyah, atau

ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya.(HR.
Muslim).*

“Diakses melalui Bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/685-istibdal-harta-benda-
wakaf.html Tanggal 09 Desember 2016.
2Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2011), him. 221-222.
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Sedekah jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang
yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkannya masih
ada dan dimanfaatkan walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia.*®

Beberapa ulama menilai keabadian harta wakaf tidak tergantung pada
lenyap atau tidakya sifat/pokok dari harta wakaf tersebut, akan tetapi bergantung
pada nilai kemanfaatan harta wakaf tersebut.Ada empat hal dimana benda wakaf
(sedekah jariyah) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena
pemanfaatannya, yaitu:'

a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh banyak orang

b. Beda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wdgqif itu
sendiri

c. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya

d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada

bahaya (mudarat)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, beliau memberi pandangan
sebagai berikut:

“Dibolehkan/stibdal dengan melihat dari segi kelayakan harta wakaf
tersebut, seperti halnya harta wakaf rusak ataupun dapat juga dilihat
produktif atau tidaknya harta wakaf tersebut. Ketika menggantinya pun
harus diperhatikan juga kelayakan harta wakaf yang akan dijadikan
penggantinya. Ada beberapa yang harus diperhatikan, yang pertama
kelayakan harta wakaf yang dimana harta yang menjadi pengganti itu lebih
baik dari harta wakaf semula. Kedua menyangkut masalah harga, sebisa

BMohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet.1,
(Jakarta:Universitas Indonesia (Ul-Press), 1988), him. 87.

Y“Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta:
Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007),
hlm. 73-75.
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mugkin harganya harus seimbang ataupun sama, dan lokasinya juga harus
startegis™.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman, menurut beliau
kelayakan harta wakaf menjadi prioritas utama dan kelayakan harta yang menjadi
pengganti harta wakaf tersebut juga harus dipertimbangkan baik yang
menyangkut dengan kondisi hartanya, lokasi maupun nilainya. Sebagaimana yang
disebutkan dalam PP Nomor 42 tahun 2006 Pasal 49 ayat (3) b bahwa nilai dan
manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf
semula. Dalam hukum Islam juga ditentukan ketika dibolehkan istibdal wakaf,
maka harga penjualannya itu dibelikan harta lain sebagai penggantinya yang
mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf semula atau mempunyai
kedudukan yang sama dengan wakaf semula.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Manaf, beliau mengemukakan
bahwa:

“Wakaf sebenarnya secara mutlak tidak boleh ditukar, cuma bila tanah

tersebut mengalami kerusakan parah yang diakibatkan bencana alam yang

menjadikan tanah tesebut hilang, maka dibolehkan. Seperti halnya banjir,

longsor dan terkikis air sungai. Dan kalau pengalihan manfaat wakaf maka

kita harus melihat kepada ikrar wakaf tersebut.”®

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa pada awalnya tidak ada
peluang untuk istibdalharta wakaf. Namun pada akhirnya ada kelonggaran

terhadapistibdal harta wakaf apabila harta wakaf mengalami kerusakan parah

yang sangat jarang terjadi seperti yang diakibatkan oleh bencana alam. Akad

Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Tanggal 15 Oktober 2016, Pukul: 17.00 WIB
'® Wawancara dengan Bapak Manaf, Tanggal 26 Okober 2016, Pukul: 17.10 WIB
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wakaf merupakan akad “lazim” yakni akad yang bersifat tetap yang tidak
mungkin diubah dan dibatalkan."’

Dalam figih Islam secara zhahir wakaf tidak dapat dijual dalam kondisi
apa pun,kecuali jika manfaatnya telah hilang. Berdasarkan kaidah yang telah
ditetapkan “pengecualian merupakan ukuran dari sebuah keumuman”.
Maksudnya, pengecualian tersebut menujukkan suatu yang umum, selain yang
dikecualikan. Berdasarkan hal ini wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun,
kecuali hilangnya manfaat barang yang diwakafkan.*Serta mengalami kerusakan
parah yang dikhwatirkan akan hilang ‘ain wakaf, maka dalam hal ini istibdal
harta wakaf dibolehkan.

Hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Kasdar memberi
pandangan sebagai berikut:

“Jujur saya kurang paham dengan masalah ini, sepengatahuan saya mazhab

Syafi’i tukar menukar tanah wakaf tidak dibolehkan, tapi dialihkan manfaat

boleh untuk kepentingan dan kemaslahatan. Asal ‘ainnya (benda wakaf)

jangan hilang dan juga harus melihat dari ikrar wakafnya.”*®

Sedangkan hasil wawancara yang dikemukakan olen Bapak Junaidi
terhadap pandangannya dalam tukar menukar tanah wakaf (istibdal), yaitu sebagai
berikut:

“Yang saya tau yang diwakafkan itulah hak untuk kita kelola, dan wakaf itu

tidak boleh dialinkan dalam bentuk apapun. Kalau masalah tukar menukar

menurut saya tidak boleh. Memang saya bukan orang yang pergi ngaji (anak
dayah), saya mengetahui ini mendengar dari tengku-tengku.”*

Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat
penejemah Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), him. 88.

®Ibid.,him. 91-92.

®\Wawancara dengan Bapak Kasdar, Tanggal 10 Oktober 2016, Pukul: 14.30 WIB

“Wawancara dengan Bapak Junaidi, Tanggal 15 Oktober 2016, Pukul: 10.30 WIB
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Hal ini senada dengan Bapak Yusri mengemukakan bahwa:

“Tanah wakaf tidak dapat diistibdalkandalam bentuk apapun, sebagaimana
dalam hadis Nabi menyebutkan tidak boleh diwariskan, dihibah dan dijual,
dan dalam mazhab Syafi’i tukar menukar tanah wakaf tidak dibolehkan.”*

Dalam hal ini berdasarkan pandangan yang dipaparkan bahwa istibdal
harta wakaf dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasari
dari pendapat mazhab Syafi’i yang melarang terhadap penukaran harta benda
wakaf dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di Bab
Dua, ada dua pendapat yakni pendapat mayoritas ulama yang membolehkan
istibdal harta wakaf (Hanafi,Malik dan Hambali) dan ulama yang sama sekali
melarang istibdal harta wakaf adalah imam Syafi’i.

Pendapat imam Syafi’i yang menyatakan larangan istibdal harta benda
yang telah diwakafkan, karena harta yang diwakafkan telah berpindah
kepemilikannya menjadi milik Allah. Dan larangan tersebut didasarkan dari hadis
Umar bin Khattab.

s Yy Syg Vg plaVoldhol Ly Y
“ Tidak dijual pokoknya, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan "%

Sedangkan ulama yang membolehkan istibdal harta wakaf melihat dari
kondisi benda yang diwakafkan, sebagian ulama mensyaratkan apabila kondisi
harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi atau dalam kondisi lain yang
menyebabkan harta wakaf lenyap (hilang ainnya) atau apabila benda wakaf

pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid,

jalan raya, dan sebagainya. Sebagian yang lain melihat dari kondisi harta benda

?Wawancara dengan Bapak Yusri, Tanggal 26 Oktober 2016, Pukul: 16.24 WIB
22Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), him. 223-224
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wakaf yang masih bermanfaat tapi kurang manfaatnya dan dikhawatirkan akan
rusak dengan seiring berjalannya waktu. Hal ini sejalan dengan kaidah Figih:#
Flakllondrstiotnlills, >
“Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat ulama
bertitik tolak dari perbedaan pemahaman mereka terhadap makna “penahanan asal
harta wakaf”’, dan dari dalil-dalil yang menjadi landasan mereka. Karena figih
merupakan hasil karya pemikiran para ulama yang dipengaruhi oleh faktor
sejarah, tentu saja dalam bahasanya sangat terkait dengan waktu, kondisi sosial,

kultural dan letak geografi suatu masyarakat tertentu.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnen yaitu sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya wakaf tidak bisa ditukarkan kecuali hibah

walaupun itu dilihat dari kemaslahatan. Kecuali jika pewakafnya masih ada

maka kita bisa meminta izin dari pewakaf kalau dikasih oleh pewakaf baru

kita alihkan akan tetapi jika pewakafnya tidak ada lagi maka tidak dapat

dialihkan dalam bentuk apapun.”®

Begitu juga dengan pandangan Bapak Niadi, ketika penulis menanyakan

tentang persoalan tukar menukar harta wakaf (iszibdal), beliau megungkapkan
pandangannya sebagai berikut:

Sepengatahuan saya tanah wakaf tersebut tidak dapat diganti, walaupun

tanah tersebut tidak menghasilkan manfaatnya lagi. Kecuali ada persyaratan

dari orang yang mewakafkan ketika beliau mewakafkan tanah tersebut.?

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan Bapak Zulkarnen dan Bapak

Niadi dapat dilihat bahwa pada dasarnya melarang penukaran terhadap harta benda

2Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia,Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,1997), him. 520.

24 Wawancara dengan Bapak Zulkarnen, Tanggal 20 Oktober 2016, Pukul: 17.34

2% Wawancara dengan Bapak Niadi, Tanggal 12 Oktober 2016, Pukul: 11.00
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wakaf dalam bentuk apapun, walaupun dilihat dari segi kemaslahatan dari wakaf
tersebut. Namun apabila harta benda wakaf tersebut ada izin/syarat istibdaldari
wdgifmaka hal ini dibolehkan.

Dalam figih sangat memberikan perhatian pada hak wagif sehingga istibdal
sangat tergantung pada kehendak atau syarat wagif. Jika wdgif tidak menyebutkan
syarat istibdal maka tidak diperkenankan melakukan istibdal kecuali telah
mendapatkan persetujuan dari hakim dan atas dasar kemaslahatan. Hal ini sejalan
dengan kaidah Figih yang berbunyi :

& il (a5l Loy

Artinya: “Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang sama
dengan ketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari® (pembuat
hukum, yaitu Allah SWT).”#

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang shahih dari wakif wajib
dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau
terdapat maslahah yang lebih utama, karena syarat tersebut megungkapkan
keinginan wakif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan
hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat
kemaslahatan (manfaat) wakaf atau mawquf "alaih (yang diberi wakaf) dan tidak
mengandung pelanggaran atas Syariat.?’

Namun dalam peraturan perundang-undangan perwakafan Indonesia tidak

menyebutkan hak wagif yang demikian. Akan tetapi pelaksanaan istibdal harta

®®Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), him 37.
27 i
Ibid.
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wakaf adalah pemerintah yakni Menteri Agama setelah mendapatkan rekomendasi
persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

Dari beberapa data wawancara yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami
para nazir Mukim bukit Baro memiliki pandangan dari latar belakang yang
berbeda-beda dalam memahami istibdal harta wakaf. Istibdalharta wakaf sendiri
menurut pemaparan mereka hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan
dengan tujuan untuk melestarikan nilai manfaat yang terkandung pada setiap harta
wakaf. Bentuk dari istibdal harta wakaf sendiri menurut pemaparan mereka sangat
beragam,diantaranya sebagai berikut:

a. Ada yang melihat dari segi keberlangsungan manfaat harta wakaf

b. Dari segi kelayakan harta benda yang menjadi pengganti dari harta wakaf
semula

c. Dari segi kerusakan terhadap harta benda wakaf yang dikhawatirkan akan
hilangnya pokok (‘ain) wakaf tersebut.

d. Dari segi pensyaratan/izin dari wagif dalam penukaran (istibdal) harta

benda wakaf

Walaupun ada beberapa nazirtetap teguh pada pendiriannya yang
mengatakan bahwa dalam perwakafan mazhab Syafi’i menolak terhadapistibdal
harta wakaf. Sebagaimana dalam hadits Nabi sudah jelas tidak boleh menjual,
menghibahkan, dan mewariskan benda wakaf.

Mukim Bukit Baro merupakan wilayah yang terdiri dari 14 desa, dimana
pada wilayahnya banyak terdiri dari sawah dan perkebunan, akan tetapi di

berbagai sudut wilayah juga dengan mudah ditemukan masjid atau meunasah-
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meunasah, pondok pesantren maupun dayah salafi , bahkan madrasah baik yang
formal maupun non formal. Dengan keberadaan wilayah dalam arti banyaknya
persawahan dan perkebunan, serta adanya beberapa Pondok pesantren, dayah
salafi dan madrasah. Selain itu mesjid Jami’ Mukim Bukit Baro merupakan salah
satu tempat perkumpulan jamaah tabligh maka tentunya berpengaruh pada cara
berpikir seseorang atau idiologi seseorang.

Akan tetapi, dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
terkait dengan pemahaman nazirterhadap istibdal tanah wakaf di Mukim Bukit
Baro. Ternyata dalam menjawab pertanyaan dari peneliti mereka jarang yang
menyebutkan pendapatnya tersebut mengikuti imam mazhab apa.

Mereka mengetahui berdasarkan pemahaman pendapat mereka yang turun
tumurun dari pendengaran mereka melalui seseorang yang tingkat ilmunya lebih
tinggi atau berdasarkan atas kejadian yang pernah mereka lihat maupun dengar,
walaupun ada sebagian dari mereka yang memang paham atau mengerti
pendapatnya tersebut.

Pada dasarnya perbedaan pendapatrazir di Mukim Bukit Baro tentang
kebolehan melakukan istibdal harta wakaf, merupakan hasil dari perbedaan
pendapat di kalangan imam mazhab.Mayoritasnazir di  Mukim  Bukit
Baroberpendapat boleh melakukanistibdal harta wakaf, walaupun ada beberapa
naziryang tidak sepakat yakni menolak terhadap istibdal. Dengan demikian di
Mukim Bukit Baro masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan

melakukan istibdalterhadap harta wakaf.
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Mengenai perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab terhadapistibdal
harta wakaf diantaranya berdasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan dari

Ibnu Umar yaitu:

et o @ Ose ) e ) oy e Ut L et £ A s
sy L1 g ool Loy ale ) Lo o3 Slj Lol e LT 1
01 1B S 30l L an s ekl go T3VL ool |t Lol ol )
Vs gl Valeho! gLy ¥ &l jos s Bllan 1 JB. 8 3liasy hol o 22
ol B Jorr By GBI 39 AN e A (3 anilast 1B o Vg Sy
Jyoin b Gadeo aalasgl 3o all Len 5L 0T Ledsie Jo ALY Caally o)
JUB ad Jgere e O i caly Lds e cyud) s ciuss 1B e

(e olg)) Yo Bl p i
Artinya: Yahya bin Yahya at-Tamimi menceritakan kepada kami, Sulaim bin
Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari
Ibnu Umar ia berkata, Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar,
lalu ia mendatangi Nabi untuk memintai saran mengenai tanah
tersebut. Umar berkata, ya Rasulullah! Sesungguhnya aku memperoleh
sebidang tanah di Khaibar.Aku sama sekali belum pernah memperoleh
harta yang lebih bernilai bagiku dari pada tanah Khaibar itu. apa yang
kauperintahkan kepadaku? Beliau bersabda, ‘jika kau mau, kau bisa
menahan pokoknya dan menyedakahkannya.” Ibnu Umar berkata,
“lalu  Umar menyedekahkannya: bahwa tanah itu tidak dijual
pokoknya, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan.” Ibnu
Umar berkata, ”Umar mensedekahkan kepada orang-orang fakir,
sanak kerabat, dan para budak, serta di jalan Allah, ibnu sabil, dan
para tamu. Orang yang melewatiya tidak berdosa untuk memakannya
dengan cara yang baik, atau memberi makan kepada teman, tanpa
boleh menguasainya sebagai harta. Ibnu Umar berkata, ‘“aku
menceritakan hadis ini kepada Muhammad. Ketika aku sampai pada
kalimat ini: tanpa boleh dikuasai sebagai harta”, maka Muhammad
berkata: maksudnya mengoleksinya sebagai harta benda(HR.
Muslim).?

%Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 11, Penerjemah: Misbah (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2011), him. 223-224
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Hadits tersebut merupakan dasar penolakan istibdal harta wakaf.
Dikalangan mazhab Syafi’i, yang terkesan sangat hati-hati bahkan mereka
cenderung melarang istibdaltersebut. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi.
Jadi kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarin sedemikian rupa. Dalam
hal perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat
pengaturannya dalam mazhab Syafi’i.

Berbeda halnya para ulama dikalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan
kalangan mazhab Hanbali jika dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat maka
istibdal dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf
itu tetap terus berlangsung sebagai sedekah jariyyah, tidak mubazir karena rusak,
tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Dasar yang mereka gunakan adalah tindakan sahabat Umar bin Khatab ra
memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual
tamar. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya
dengan bangunan lain, maka Umar danUtsman pernah membangun masjid Nabawi
tanpa mengikuti kontruksi pertama dan dan melakukan tambahan dan perluasan,
demikian yang terjadi pada Masjidil Haram.*

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan penukaran harta
benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena
untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan

ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

»Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Figih Wakaf..., him. 78.
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Terhadap penjualan harta benda wakaf Majelis Ulama Indonesia
mempunyai 3 ketentuan yaitu:
1. Adanya hajah dalam rangka menjaga maksudwagif,
2. Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain
sebagai wakaf pengganti,
3. Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda
wakaf sebelumnya.®
Berdasarkan dengan ini, istibdalharta wakaf diperbolehkan apabila kondisi
harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi atau dalam kondisi lain yang
menyebabkan harta wakaf lenyap (hilang ainnya) dan dalam kondisi dibutuhkan
untuk kepentingan umum. Sebagaimana fatwa Majlis Ulama Indonesia dalam
keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa seindonesia, memperbolehkan penukaran
(istibdal) harta wakaf sepanjang kemaslahatannya lebih dominal. Guna untuk

mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf.

%Djakses melalui mui.or.id>ijtima-ulama-lampiran 1, Tanggal 09 Desember 2016.



4.1

BAB EMPAT

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan penulis tentang Pemahaman

Ndazir terhadap istibdal tanah wakaf ditinjau menurut Hukum Islam di

Kemukiman Bukit Baro, pada bab akhir ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Istibdal tanah wakaf yang terjadi di Mukim Bukit Baro

disebabkan adanya perluasan mesjid. Istibdal tanah wakaf yang
terletak di Mukim Bukit Baro dilakukan atas dasar hasil musyawarah
antara pihaknazir tanah wakaf mesjid Jami’ Bukit Baro dengan pihak
keluarga ibu zuriah selaku pemilik tanah yang diistibdalkan dengan
tanah wakaf mesjid Jami’ Bukit Baro, bersama tokoh masyarakat,
Badan Harta Agama (BHA), wagif, panitia mesjid, dan imum Mukim.
Namun praktik yang terjadi dalam kasus penukaran (istibdal) tanah
wakaf di Mukim Bukit Baro belum sepenuhnya mengikuti prosedur
dan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2006. Dalam ketentuan PP Nomor 42 tahun 2006
yang mana dalam pasal 49 disebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan
penukaran harta benda wakaf hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf

Indonesia.
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2. Pemahaman nazir terhadap istibdal harta wakaf di Mukim Bukit Baro
terbagi menjadi dua golongan. Mayoritas mereka membolehkan
istibdal harta wakaf atas dasar kemaslahatan sedangkan sebagian kecil
dari pendapat nazir di Mukim Bukit Baro tidak membolehkan terhadap
istibdal harta wakaf. Hal ini berdasarkan pemahaman pendapat mereka
yang turun tumurun dari pendengaran mereka melalui seseorang yang
tingkat ilmunya lebih tinggi atau berdasarkan atas kejadian yang
pernah mereka lihat maupun dengar. Dalam hukum Islam mayoritas
ulama menyatakan, istibdal harta wakaf diperbolehkan jika kondisi
harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau dalam kondisi darurat,
atau untuk kepentingan umum atas dasar kemaslahatan. Ini didasarkan
pada pandangan agar manfaat wakaf itu terus berlangsung sebagai

sedekah jariyah.

1.2  Saran
Berdasarkanpenelitian yang telahpenulislakukan,
penulismempunyaibeberapa saran yang dapatdijadikanbahanmasukan di
antaranya:
1. Bagindzir sebagai pihak pengelola harta wakaf sangat memerlukan
perhatian yang lebih terutama pada wakaf-wakaf yang tidak tercatat
dan yang berpotensi rusak. Oleh karena itu benda-benda wakaf yang

berpotensi rusak tersebut lebih ditingkatkan dalam menjaga agar tidak
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cepat mengalami kerusakan, dan apabila sudah mendekati kerusakan
segera dicarikan solusi agar nilai manfaatnya masih terjaga.

Bagi pemerintah di harapkan dapat memberikan perhatian yang lebih
serius serta mensosialisasi kepada nazir, ulama dan tokoh masyarakat

setempat terhadap persoalan wakaf.
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Nama

Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama

Status
Kebangsaan/ Suku
Alamat

Orang Tua/ Wali
a. Ayah

b. Ibu

9. Alamat
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10. Pendidikan
a. MIN

b. SMP

c. SMA

RIWAYAT HIDUP

: Miftahul Jannah

: Aceh Basar/ 19 April 1994

: Perempuan

: Islam

: Belum Kawin

: Indonesia/ Aceh

: Bakcirih, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

: Darwis
: Mutia
: Bakcirih, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

: MIN Bukit Baro 1, Kec. Montasik
Kab. Aceh Besar

: SMP Islam Al-Falah, Kec. Ingin Jaya

Kab. Aceh Besar

: SMA Islam Al-Falah, Kec. Ingin Jaya

Kab. Aceh Besar
: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Banda Aceh, 25 Januari 2017

Miftahul Jannah
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